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! ” 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
/en_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

S 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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; PERSETUJUAN PEMBIMBING

; Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor
GE‘PKJTUNIZOZS Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan
S:%_k Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217, vang ditulis oleh:

Z Nama : Virgia Annisa Almond

(ED NIM 212020722341

§ Program Studi  : [lmu Hukum

; Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan

dzgam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri

Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2024
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DizPeri Pirmansyah, S.H., M.H
NIP. 198210312023211008
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A PENGESAHAN PEMBIMBING
[
D§sen Fakultas Syariah dan Hukum
Miversitas [slam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
D
3 Pekanbaru, 19 Marct 2024
No- : Nota Dinas
=
Lémp : -
Z . -
Hgl  : Pengajuan Skripsi
=
Sdr.
=
Vitgia Annisa Almond
xb
Assalamu alaikum Wr. Wb
=

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan
seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Virgia Annisa
Almond yang berjudul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67
PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217, dapat diajukan sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana IImu Hukum pada Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas
dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

g.-) Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

—
W&ssa/amu ‘alaikum Wr. Wb

wejs

Pémbimbing Skripsi 1

Pembimbing Skripsi 2

I

<
Dr. Peri Pirmansvah, S.H., M.H

NIP. 198210312023211008
c
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ABH @

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Eékripsi dengan judul PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
OMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI
ESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
AHUN 2021, yang ditulis oleh:

Lied

z Nama : VIRGIA ANNISA ALMOND
=z NIM : 12020722341
% Program Studi : llmu Hukum
ol elah di munaqasyahkan pada:
ol Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
g Waktu - 13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I, SH,. MH ... ...

0 p]

§ekretan's

Tham Akbar, SHI, SH., MH e
- .

%enguji 1

Asril, SH.IL, MH

c

nguji 2

Nuraini Sahu, S.H., M.H s .. M\'
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L SURAT PERNYATAAN
: Saya yang bertandatangan di bawah ini

— Nama : Virgia Annisa Almond

o NIM £ 12020722341

g_Tempa(/ Tgl. Lahir :Jakarta, 17 September 2002
iFakultas : Syariah dan Hukum

EProdi : Tlmu Hukum

=

Judul Skripsi
w

SPELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/
@023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU
THKECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

)
cMenyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

L. Penulisan skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil
pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Oleh karena itu skripsi sava ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4

- Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
skripsi saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai
peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan
anpa paksaan dari pihak manapun juga.

£1S

Pekanbaru, 19 Maret 2024
4 “‘uat pernyataan

VIRGIA ANNISA ALMOND
NIM : 12020722341
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ABSTRAK

ABH @

Vikgia Annisa Almond, (2024) : Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung
i Nomor 67 PK/TUN/2023  Tentang
Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu  Kabupaten
Kampar Tahun 2021

| 3=

11w ejd

“Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tidaklah semudah
pelaksanaan putusan Peradilan Pidana atau Peradilan Perdata, hal ini disebabkan
kaﬁna yang menjadi tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

=Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan
Mé&hkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di
Désa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 dan bagaimana
hafmbatan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023
T@tang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 2021. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris/sosiologis, karena
dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau
tempat yang diteliti, guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang
masalah yang diteliti yang menggunakan metode pendekatan kualitatif dalam
bentuk kasus yang bersifat deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, sedangkan informan penelitian adalah keseluruhan
pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penelitian ini, sumber
data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, studi
pu&;aka, dan dokumentasi.

oDari hasil penelitian masalah ada 2 hal pokok yang dapat disimpulkan.
Pertama, pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala
DEa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini
ti(ﬁk dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi,
padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap. Kedua,
ha@batan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan
kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini
deagan melihat hambatan secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada Peradilan
Tata Usaha Negara tidak secara tegas diatur pelaksanannya di Undang-Undang
P%adilan Tata Usaha Negara, hambatan secara pelaksanaanya yaitu bahwa tidak
m@genal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia
yaAg dibentuk adalah panitia ad hoc, yang akan dibubarkan setelah tahapan
pefaksanaan pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara
bugdayanya yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal
diesa tersebut memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih.

Ka;ta Kunci: Putusan-Eksekusi-Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

nery wisey
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g KATA PENGANTAR
=
O > ” \ ’/\d ‘\‘ -
- P (G P )
Q

Asgalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapan kehadirat Allah swt. Yang

aNI1N Al

sefantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat

3
SNns

yelesaikan ~ Skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PUTUSAN

MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN

S e

KgPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN
KAMPAR TAHUN 2021”. Selanjutnya sholawat beserta salam kita mohonkan
kepada Allah swt semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yang
merobah alam ini dari zaman kebodohan hingga kezaman berpendidikan seperti
sekarang ini yaitu Nabi Muhammad Saw. Dengan mengucapkan Allahumma

Shalli’Ala Muhammad Wa’ala ali Muhammad.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk

I 21831S

mémperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Prodi Ilmu Hukum pada program

ue

Strata satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan
G,

Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari bahwa
<
]

ad@d beberapa kesilapan dan kesulitan dalam mengerjakan skripsi ini. Namun

b@at bantuan dari berbagai pihak yang ikut adil dengan segala daya upaya,

. L .
bimbingan serta arahan dalam proses pembuatan skripsi itu. Oleh karena itu, pada

3

js¥]
keSempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-

neny wisey jrredg
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daEmnya dan rasa hormat kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan
-

skdpsi ini;
=

—

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

1.Q3ll'eristimewa kepada kedua orang tua saya, yaitu Ayahanda tercinta Awaluddin

;\g-an Ibunda tercinta Dewi Mona Sari yang telah melahirkan, yang menjadi saksi
%erjuangan menyelesaikan pendidikan ini, Ayah terima kasih karena telah
@enjadi sosok ayah yang sangat hebat yang selalu menjaga ananda sejak kecil
%ingga menjadi sekarang ini. Ayahanda dan Ibunda terima kasih selalu ada
§ihati penulis untuk membersamai setiap langkah perjalanan penulis.
CAyahanda dan Ibunda, kakak yakin dan percaya semua kemudahan dalam
proses meraih gelar ini kakak dapatkan karena doa yang selalu Ayahanda dan
Ibunda sampaikan kepada Allah, terima kasih telah mendidik penulis dengan
penuh kasih sayang, serta akim yang selaku abang penulis yang selalu

memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan

skripsi ini.
%)

2.%apak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam
(¢]

@egeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M. Ag.,
W
;Bgelaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas’ud Zein, M.Pd., selaku Wakil Rektor

=
Al, Bapak Prof Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., selaku Wakil Rektor I11.
<

]
3.zBapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, beserta

§3apak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr.
Lo =
%. Mawardi. M. Si selaku Wakil Dekan Il dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
Y
=elaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri

wn
<
ultan Syarif Kasim Riau.

I
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4.mIBapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H selaku Ketua Jurusan limu

gﬂukum dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.l., S.H., M.H selaku Sekretaris
E')Jurusan IImu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5.?_E_3apak Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H, selaku pembimbing | bagian Materi
gan Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.l., M.H selaku pembimbing Il bagian
i/letodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi
%enyelesaian Skripsi ini.

6.Q;JBapak Dr. M. Alpi Syahrin, S.H., M.H selaku Pembimbing Akademik (PA)
%ang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses
perkuliahan.

7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas
Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang
telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai
pedoman hidup dimasa yang akan datang.

S.L@apakllbu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru beserta
g-ajarannya yang telah memberikan informasi data sehingga penulis dapat
gpenyelesaikan skripsi.

9.§Bapak Kuasa Hukum Penggugat, Bapak Kuasa Hukum Tergugat I, Bapak
a'(uasa Hukum Tergugat Il, Bapak Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi yang

]
Qfélah memberikan informasi data sehingga penulis dapat menyelesaikan
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10.£impinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

-
cbeserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah

©
apenulis dalam mencari referensi.

=
11. =Ferakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras

=
cdan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan

ﬁiluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses

c
@enyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin,

jeb)
Zini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Q
c

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan
membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi

manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Penulis

VIRGIA ANNISA ALMOND

NIM:12020722341
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A

BAB |
PENDAHULUAN

fdioyeH o

atar Belakang Masalah

Secara yuridis formal bahwa negara Indonesia adalah negara yang

olljw e

erdasarkan atas hukum.! Hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945

line 1V, yang secara eksplisit dijelaskan bahwa “... maka disusunlah

S NIN

ckemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar

A

;’%Iegara Indonesia ...”. Hal ini mengandung arti bahwa suatu keharusan negara
gndonesia didirikan atas Undang-Undang Dasar Negara. Konsep negara
hukum, diatur dalam UUD 1945, penjelasan Pasal 1 ayat (3), yakni Indonesia
adalah negara yang berdasarkan atas hukum (rechtstaat). Negara Republik
Indonesia adalah negara hukum, bukan berdasarkan atas negara kekuasaan
(machtstaat). Terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip
supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan
%ekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang
Z@asar, adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang
Eﬂ'nenjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin
geadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenangan
%Ieh pihak penguasa.’

Maka negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan

30 A31519

emerintahannya berdasarkan hukum, artinya bahwa pemerintah dan lembaga-

B"S

mbaga lain dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum

! Ani Sri Rahayu, Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan (PPKn), (Jakarta: PT Bumi
ra, 2019), h. 104.
2 1bid., h. 105.
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©
?an dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Negara yang berdasarkan

-
chukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi sehingga ada istilah

o
asupremasi hukum.® Maka berdasarkan hal itu, konsekuensinya segala tindakan
=
-yang dilakukan baik oleh aparatur negara maupun warga negaranya harus
=

csenantiasa berdasarkan kepada hukum. *

b Hakikat negara hukum menjunjung tinggi sistem hukum yang menjamin

c
kaepastian hukum (rechts zekerheids) dan perlindungan terhadap hak asasi

Q;::nanusia (human rights). Diperkuat kembali oleh pakar hukum yaitu Jimly
gsshiddiqie yang mengemukakan bahwa kepentingan paling mendasar dari
setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia
(HAM).®> Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin
persamaan (equality) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk
menggunakan hak asasi manusia. Hal ini merupakan conditio sine quanon,

mengingat bahwa negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk

=r%ﬁelepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang

-

SE
@
>
«Q
c
>
w
b
[e2]

Maka berdasarkan itulah, penguasa tidak boleh bertindak sewenang-

Q orue]

enang terhadap individu dan kekuasaannya pun harus dibatasi, hal ini

ilakukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan atas nama kekuasaan

AJISIgATU

% Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi &
ksi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), h. 1.

* Firdaus, Sistem Pemerintahan Indonesia Kajian Hukum Tata Negara, (Yogyakarta:
media, 2021), h. 2.

5 Jimly Asshiddigie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: Bhuana Ilmu
ler, 2009), h. 414.

® Abdul Aziz Hakim, Negara Hukum Dan Demokrasi Di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2015), h. 10.

X D
B s Jo

£s
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©
Eegara sehingga menisbikan hak-hak warga Negara dan masyarakat. Maka

gerdasarkan itu, dibentuklah peradilan-peradilan di Indonesia agar masyarakat
?Indonesia dapat memperoleh keadilan sebagaimana mestinya, hal ini harus
?_dilakukan demi tegaknya negara hukum yang adil. Selain daripada itu,
geradilan sudah ada sejak Indonesia merdeka, dan secara terus-menerus dan
ertahap disempurnakan sesuai dengan perkembangan negara Indonesia.’

Perlu diperhatikan secara khusus bahwa dalam masyarakat saling

EXSNGSSNI

-berhadapan, dan berdampingan kepentingan individu dan kepentingan
gnasyarakat. Kepentingan masyarakat merupakan kepentingan bersama
mengenai rakyat banyak. Tetapi tidak boleh di lupakan bahwa dalam
kepentingan masyarakat juga tercakup kepentingan individu. Bahkan sering
terjadi benturan antara kepentingan individu (rakyat) dengan kepentingan
masyarakat (negara) sehingga timbul sengketa.® Maka oleh sebab itu, Peradilan

memiliki arti untuk memberikan keadilan kepada para pihak dan dengan

;ﬁemikian menghilangkan sengketa. Sengketa merupakan sesuatu yang

2}

-nengganggu masyarakat, yang menganggu ketentraman masyarakat, yang

e[S

gmengganggu ketertiban masyarakat, yang menganggu kedamaian rakyat,

D

gehingga berdasarkan hal itu keseimbangan masyarakat tergoncang karenanya.
H%engketa antara kedua pihak sukar didamaikan tanpa bantuan pihak ketiga,
]

Eﬁihak penengah, yang netral/tidak berpihak, dan tidak berat sebelah. Maka oleh

=)
&bab itu diperlukanlah pihak penengah peradilan harus di atas para pihak dan

" Rochmat Soemitro, Peradilan Tata Usaha Negara, (Bandung: PT. Eresco, 1987), h. 1.
8 -
Ibid., h. 2.
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©
Edak dipengaruhi oleh siapapun, lebih-lebih oleh pihak-pihak yang

-
cbersengketa. Maka berdasarkan hal itu, peradilan harus bertindak adil.
Dasar peradilan dalam UUD 1945 dapat ditemukan dalam Pasal 24 yang

enyebutkan bahwa:’

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-
lain badan kehakiman menurut undang-undang.

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-
undang.

Sebagai pelaksanaan Pasal 24 UUD 1945, dikeluarkanlah Undang-Undang

¥ eysng NInigw eyd

aNomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdapat pada
c
pasal 18 yang berbunyi:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan
badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*°

Dengan demikian, Perlindungan hukum terhadap rakyat atas tindak
pemerintahan tidak dapat ditampung oleh Peradilan Umum, Peradilan Agama,
=rZ@an Peradilan Militer. Oleh karena itu, di perlukan adanya suatu peradilan

-

¢]
m.-khusus yang dapat menyelesaikan masalah tersebut, yakni sengketa antara

F—

+¥]
pemerintah dengan rakyat yaitu Peradilan Tata Usaha Negara. Peradilan Tata

o]
Wsaha Negara inilah yang dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat

=

éndonesia. Peradilan dalam tradisi rechtstaat disebut dengan peradilan
]

::

<

o

L 2]

wn

s

e

=

w ° Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24.

< 19" Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Lefibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5076, Pasal 18.
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©
gdministrasi. Begitu pentingnya peradilan administrasi ini untuk memberikan

-
cperlindungan hukum bagi rakyat atas tindak pemerintahan.**

Dalam Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa

ejdi

:3(1 anya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat

i

cdilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum

etap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Pada Undang-Undang Nomor 51

NSN |

“Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

e

;@986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang terletak pada Pasal 116 ayat

el

(1), ayat (2), ayat (3) ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berbunyi bahwa:?

(1) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera
pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya
dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas)
hari kerja.

(2) Apabila setelah 60 (enam puluh) hari kerja putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan tata usaha negara
yang disengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi.

-.-(3) Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan
kemudian setelah 90 (sembilan puluh) hari kerja ternyata kewajiban
tersebut tidak dilaksanakan, maka penggugat mengajukan permohonan
kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), agar
pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan
tersebut.

(4) Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang
bersangkutan di kenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang
paksa/sanksi administratif.

ATU) dITUWIE]ST 9)e

}IMS Jo A3Is1d

11 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Depok: PT
Ra@Graﬂndo Persada, 2020), h. 18.

2" Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara
Reflublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NdBor 5079, Pasal 115 Dan Pasal 116 Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6), dan Ayat (7).
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@)

I(5) Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana
?j. dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media massa cetak setempat oleh
o  panitera sejak tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada
-  ayat (3).
o (6) Di samping diumukan pada media massa cetak setempat sebagaimana
dimaksud pada ayat (5), ketua pengadilan harus mengajukan hal ini kepada
—- presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah tertinggi untuk
= Mmemerintahkan pejabat tersebut melaksanakan putusan pengadilan, dan
— kepada lembaga perwakilan rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan.
7) Ketentuan mengenai besaran uang paksa, jenis sanksi administratif, dan
tata cara pelaksanaan pembayaran uang paksa dan/atau sanksi
administratif diatur dengan peraturan perundang-undangan.

c
w
o Dalam pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6)

@ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

c
berbunyi bahwa:*®

(1) Sepanjang mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97
ayat (11) apabila tergugat tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna
melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah
putusan Pengadilan dijatuhkan dan/atau memperoleh kekautan hukum
tetap, ia wajib memberitahukan hal itu kepada Ketua Pengadilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dan penggugat.

(2) Dalam waktu tiga puluh hari setelah menerima pemberitahuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) penggugat dapat mengajukan

W permohonan kepada Ketua Pengadilan yang telah mengirimkan putusan.
= Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut agar
1 tergugat dibebani kewajiban membayar sejumlah uang atau kompensasi
2. lain yang diinginkannya.

5(3) Ketua Pengadilan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud
=+ dalam ayat (2) memerintankan memanggil kedua belah pihak untuk

— mengusahakan tercapainya persetujuan tentang jumlah uang atau
= kompensasi lain yang harus dibebankan kepada tergugat.
=(4) Apabila setelah diusahakan untuk mencapai persetujuan tetap tidak dapat

diperoleh kata sepakat mengenai jumlah uang atau kompensasi lain
tersebut, Ketua Pengadilan dengan penetapan yang disertai pertimbangan
yang cukup menentukan jumlah uang atau kompensasi lain yang
dimaksud.

3 Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas

S ufe}[ng jo AjIsI

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara
Reflublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NdBior 5079, Pasal 117 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6).
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@)

I(5) Penetapan Ketua Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dapat
?,i. diajukan baik oleh penggugat maupun oleh tergugat kepada Mahkamah
o Agung untuk ditetapkan kembali.

—(6) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), wajib
ditaati kedua belah pihak.

Namun pada kenyataanya, bahwa sering sekali terjadi pertentangan antara

11w e)

X

-eraturan perundang-undangan yang telah di tetapkan oleh hukum, dengan
%enyataan yang terlaksana di lapangan. salah satu contohnya terkait dengan
E_putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, putusan Pengadilan
Qﬁinggi Tata Usaha Negara Medan dan putusan Mahkamah Agung tidak
gerjalan dengan lancar, seperti yang ada pada Putusan Perkara tentang
Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar tahun 2021. Sehingga bisa dikatakan belum professional dan belum

berhasil menjalankan fungsinya.*

Dan didalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru nomor
59/G/2021/PTUN.PBR tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru
rikecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 ini. Penggugat yaitu
%hmad Jais sebagai calon kepala desa urutan nomor 4, Tergugat | dari pihak
o
%anitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan
E(abupaten), Tergugat Il dari pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa
:»'-§3aru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala
‘zr!-)esa). Dan pihak Tergugat Il Intervensi yaitu M. Haris, C.H. yang mana
=N

$enggugat bapak Ahmad Jaiz mempermasalahkan penolakan dari pihak

STergugat I, Tergugat 11 dan Tergugat Il intervensi yang tidak melaksanakan

A

¥ Andri Mosepa, PTUN Aktual Isu-lsu Terkini Penyelesaian Sengketa Hukum
inistrasi, (Yogyakarta: Litera, 2021), h. 44.
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©
ﬁemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru

-
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021, pada seluruh tempat

o

apemungutan suara (TPS). Maka bapak Ahmad Jaiz memperkarakan melalui
= .

—-Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru. Dalam putusan perkara nomor
=

59/G/2021/PTUN.PBR, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
jﬁekanbaru pada poin 3 menetapkan bahwa mewajibkan tergugat Il untuk

c
gnenunda dan menangguhkan, tindak lanjut pelaksanaan berita acara rapat

Q\;;;)Ieno penetapan calon kepala desa terpilih Kepala Desa Di Desa Baru
g(ecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, pada tanggal 24 november 2021
sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam
pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Mewajibkan
tergugat menghentikan penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak
bergelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021, khususnya pada Pemilihan
Kepala Desa, Di Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar Tahun
?021. Kemudian menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan panitia
gemilihan Kepala Desa, Di Desa Baru tentang penetapan calon Kepala Desa
g.rerpilih Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021
gl:hnggal 24 November 2021. Hakim juga mewajibkan tergugat Il untuk
?r{helaksanakan pemilihan suara ulang (PSU) di seluruh tempat pemungutan
®

Lguara (TPS) Di Desa Baru. Maka isi putusan ini di menangkan oleh bapak

-
Ahmad Jais.'®

Agluejn

% salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor

59#6:/2021/PTUN.PBR tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
KdbBUpaten Kampar tahun 2021.
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Berikutnya di dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

omor 185/B/2022/PT.TUN.MDN tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa
aru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 ini juga

enguatkan isi putusan pada tingkat pertama, yaitu berisi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menyatakan batal Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kepala
Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penetapan Calon Kepala Desa
Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu tanggal 24 November
2021;

Mewajibkan Tergugat Il untuk mencabut Berita Acara Rapat Pleno Panitia
Pemilihan Kepala Desa Serentak Kedesaan Desa Baru tentang Penepatan
Calon Kepala Desa Terpilih Kedesaan Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
tanggal 24 November 2021;

Mewajibkan Tergugat Il untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang
(PSU) Pemilihan Kepala Desa, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu,
Kabupaten Kampar Tahun 2021 pada seluruh Tempat Pemungutan Suara
(TPS) Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar;

Menyatakan gugatan Penggugat terhadap tindakan pemerintahan berupa

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di
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Kabupaten Kampar Tahun 2021 khususnya pada Pemilihan Kepala Desa
di Desa Baru, Kecamatan Siak hulu, Kabupaten Kampar tidak dapat

diterima;

(=)
~

Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

\‘
N—r

Menghukum Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi secara bersama-sama
untuk membayar biaya perkara sebesar RP. 443.500,- (Empat Ratus Empat

Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Rupiah).*®

Selanjutnya di dalam putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 67

nery exsng Nig kW ejdioyeH o

PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 ini juga menguatkan isi putusan pada

tingkat pertama dan tingkat banding yaitu berisi sebagai berikut:

Dalam Penundaan berisi:

—~
RN
~

Mengabulkan permohonan penundaan Penggugat;

p—

Memerintahkan Tergugat | untuk menunda penyelenggaraan pemilihan
kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021,
khususnya pada pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar, sampai ada putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap;

N—r

Memerintahkan Tergugat Il untuk menunda penetapan Calon Kepala Desa

Terpilih Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun

Ag|ueyng goé;}sxaA;uﬂ dTWE[S] 334G

' salinan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor

188/B/2022/PT.TUN.MDN tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
KdBUpaten Kampar tahun 2021.
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2021 tanggal 24 November 2021, sampai ada putusan Pengadilan yang

memperoleh kekuatan hukum tetap;

alam Pokok Perkara berisi:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Mewajibkan Tergugat | untuk menghentikan penyelenggaraan pemilihan
kepala desa serentak bergelombang di Kabupaten Kampar Tahun 2021
khususnya pada pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak

Hulu Kabupaten Kampar;

Mewajibkan tergugat Il untuk mencabut berita acara panitia pemilihan
Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Di Desa Baru Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Mewajibkan Tergugat Il untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang
(PSU) pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar pada selurun Tempat Pemungutan Suara (TPS) Di

Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Mewajibkan Tergugat | mendiskualifikasikan Calon Nomor Urut | atas
nama M. Haris CH dalam pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
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(6) Menghukum Tergugat | dan Tergugat Il untuk membayar biaya

perkara."’

Terhadap pelaksanaan eksekusi putusan ini, pihak Panitia Pemilihan

wejdio ey @

;_Kepala Desa Kabupaten Kampar, Panitia Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru
-CKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar dan Tergugat Il Intervensi sebagai
=

@ihak yang kalah, yang tidak mau menjalankan isi putusan mulai awal di
w

cletapkannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi

g‘ata Usaha Negara Medan, dan sampai kepada Putusan Mahkamah Agung

c
yang menguatkan putusan tingkat pertama dan tingkat banding.*®

Namun diperjalanannya, M. Haris CH sebagai Tergugat Il Intervensi
akhirnya tetap dilantik menjadi Kepala Desa Di Desa Baru meskipun persoalan
itu belum inkracht. Persoalan ini masih berjalan di Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) Pekanbaru, sudah dikeluarkan oleh Putusan Sela yang ada di
Qengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru untuk menunda terlebih

o8]
adahulu pengangkatannya sebagai calon kepala desa di desa baru kecamatan
wn
giak hulu, kabupaten kampar tahun 2021, namun ia tetap dilantik Pemerintah

i o

gabupaten (Pemkab) Kampar, sebagai Kepala Desa Di Desa Baru Periode

=
,;?022'2028' Lalu, pelantikan dilakukan oleh Pj Bupati Kampar Kamsol yang
-
c"’:_gjiwakili oleh Sekda Kampar Yusri. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
]

3<ampar. Dalam hal ini sudah terlihatlah bahwa M. Haris CH sebagai Tergugat

13

YHttps://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee2b6f34a66b84a6ce31313
131.html, Di Akses Tanggal 8 Januari 2024.
'8 Dewi Mona Sari, Panitera Pengganti, Wawancara, Pekanbaru, Tanggal 4 Maret 2024,
WIB.

£5 uleyns
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©
mII Intervensi, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan

G
didak memiliki itikad baik.

1 d

Maka berdasarkan permasalahan ini, membuat isi putusan di Pengadilan

lw e

—Tata Usaha Negara Pekanbaru, putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

X

g/ledan dan putusan Mahkamah Agung menjadi tidak terlaksana. Tidak
‘é@fektifnya pengaturan mengenai putusan ini tentu mengakibatkan sedikit
%engaruh pada kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara dan kewibawaan
mZR/Iahkamah Agung dikarenakan tidak terlaksana putusan yang telah mempunyai
Ckekuatan hukum tetap dan apabila hal ini terus terjadi berulang-ulang maka
kepercayaan masyarakat terhadap Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah
Agung akan berkurang. Hal ini akan berakibat timbulnya perbuatan masyarakat

yang cenderung main hakim sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mendorong keingintahuan
ﬁenulis untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai “PELAKSANAAN
%UTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67 PK/TUN/2023
%I.'ENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU

g{ECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021”.

ATU

B.®Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas agar

jo A318

g)embahasan pada penelitian ini tidak terlalu luas serta lebih mudah dipahami,
gnaka penulis membatasi permasalahan pada penelitian ini agar lebih terarah

wn
‘;Jdan mendekati masalah yang di inginkan. Adapun batasan masalah yang diteliti

nery wisey jix
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©
§aitu berkaitan dengan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung tentang

-
Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

o
oKampar yang tidak terlaksana oleh Tergugat I, Tergugat Il, dan Tergugat Il

=
-Intervensi dan hambatan terhadap pelaksanaan putusan Mahkamah Agung

=
ctentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

i(ampar yang dilihat dari segi hambatan hukum, hambatan pelaksanaan, dan

c
“hambatan budaya.
n

Q
CzRunusan Masalah

QD

<  Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas sehingga dapat ditarik
beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67

PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ?

2. Apakah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah
g.-j Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa
g Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ?

Dgl'ujuan Penelitian

T

Sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, maka tujuan dari penulisan

i adalah:

>

. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan Mahkamah Agung Nomor 67
PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.
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. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan putusan Mahkamah Agung

Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru

dioed @

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

W ey

anfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang permasalahan dan
musan masalah, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan kontribusi
engan cara mengidentifikasi manfaat yang dapat diperoleh melalui

elaksanaan penelitian ini, dan manfaatnya adalah:

nNe4y exisn

1. Manfaat Teoritis

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pengetahuan
pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

b. Penelitian ini diharapkan agar dapat bermanfaat dalam bahan penelitian
lanjutan bagi pengembangan ilmu hukum, yang terkhusus bagi
mahasiswa atau para peneliti yang akan melakukan penelitian dengan
tema yang sama dan dapat dijadikan bahan acuan bagi mahasiswa.

. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis, penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa
pengamatan untuk menerapkan teori mengenai hukum yang telah
diperoleh selama proses perkuliahan sehingga diharapkan penulis
mampu mengkaji dan menganalisis berbagai hubungan antara teori
dengan kenyataan yang terjadi dilapangan serta dapat memberikan

pengetahuan kepada penulis.
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b. Bagi instansi, penelitian ini dapat memberikan manfaat di Pengadilan
Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, diantara adalah dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan bagi instansi untuk melakukan
pembaharuan terhadap Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara
agar lebih tegas terhadap aturan mengenai sanksi yang akan diperoleh,
ketika eksekusi putusan tidak terlaksana.

c. Bagi pembaca, penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu
memperoleh informasi dan pengetahuan mengenai pelaksanaan eksekusi
terhadap putusan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru
sampai kepada putusan Mahkamah Agung (MK).

Manfaat Akademis
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H)

pada Jurusan llmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
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TINJAUAN PUSTAKA

erangka Teoritis
.. Teori Pengadilan

a. Sejarah Pengadilan

Keberadaan lembaga pengadilan di Indonesia keberadaanya telah
memakan usia yang telah cukup tua. Sebelum kemerdekaan lembaga
pengadilan telah ada sekalipun susunan dan jumlahnya masih sangat
terbatas. Lembaga pengadilan telah mengalami evolusi dan transformasi
seiring berjalannya waktu, sejalan dengan perubahan dan perkembangan
zaman.® Hal ini akan dipaparkan sejarah pengadilan dari zaman ke
zaman, yaitu sebagai berikut:

1) Masa Penjajahan Hindia Belanda

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia, penduduk
dibagi ke dalam beberapa golongan yang mendasarkan pada Pasal 131
dan 163 Indische Staatsregeling (IS). Golongan Eropa dan yang setara
dengannya tunduk pada hukum negeri Belanda atau hukum Barat,
sementara golongan Bumiputera dan setara dengannya tunduk pada
hukum adat mereka, dengan kemungkinan penerapan hukum Barat jika
ada kepentingan umum. Golongan Cina dan Timur Asing lainnya, mulai
tahun 1925, tunduk pada hukum Barat dengan beberapa pengecualian.

Perbedaan perlakuan ini menciptakan variasi dalam badan peradilan dan

T
nery wisey _ngig ue}[ng jo AJISIdATU() dIWIR[S] 3)e}§

9 Imam Fagaid & Abd. Rahman, “Sejarah Hukum Peradilan Di Indonesia”, Jurnal Al-
i, Volume 3., No.1., (Mei 2022), h. 131.
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prosedur hukumnya. Golongan Eropa dan setara dengannya diperadili

oleh Raad van Justitie dan Residentie-gerecht, sementara golongan

Bumiputera dan setara dengannya diperadili oleh Landraad dan beberapa

peradilan lainnya seperti peradilan kabupaten dan distrik. Hukum acara

yang digunakan adalah Herziene Inlandscab Reglement (HIR),
sementara di daerah di luar Jawa dan Madura diatur oleh Recbtsgelement

Buitengewesen atau Rbg.?°

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sistem peradilan diatur
sebagai berikut:

a) Di Pulau Jawa dan Madura, sistem peradilan diatur oleh Peraturan
Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Kehakiman di Hindia
Belanda (Regelement op de Rechterlijke Organisatie en bet Beleid
der Justitie, disingkat R.O).

b) Untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Madura, sistem peradilan diatur
oleh Peraturan Peradilan dengan seberang laut (Rechtsreglemen,
Buitengewesten/Rbg)

2) Masa Penjajahan Jepang

Sebelum pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan di

Indonesia, badan-badan peradilan Hindia Belanda ditutup, dan perkara-

perkara diselesaikan oleh pangreh raja 1942 hingga bulan Mei 1942.

Namun, setelah pemerintahan Jepang mengambil alih kekuasaan dari

Belanda, dualisme dalam sistem peradilan dihapuskan, dan badan-badan

Pe

nery wisey gie

%0 Rusli Muhammad, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo
da, 2006), h. 31-33.
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yang ada ditujukan untuk semua golongan. Meskipun demikian, hukum

acaranya tetap mengacu pada HIR dan RBG, sesuai dengan Peraturan

Osamu Sirei (UU Bala Tentara Jepang) Nomor 1 Tahun 1942 pasal 3

yang menyatakan bahwa “Segala badan pemerintahan dan kekuasannya,

hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dahulu tetap diakui sah

bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan

pemerintah militer”. Dengan demikian, badan-badan peradilan yang

tersisa meliputi:*

a) Hooggerechtshof sebagai pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung),
dengan nama yang diganti menjadi Saikoo Hooin.

b) Raad van Justite (Pengadilan Tinggi), yang berubah nama menjadi
Kooto Hooin.

c) Landraad (Pengadilan Negeri), yang berubah nama menjadi Tihoo
Hooin.

d) Landgerecht (Pengadilan Kepolisian), yang berubah nama menjadi
Keizai Hooin.

e) Regentschapsgerecht (Pengadilan Kabupaten), yang berubah nama
menjadi Ken Hooin.

f) Districtsgerecht (Pengadilan Kewedanaan), yang berubah nama
menjadi Gun Hooi.

Ketika Jepang mengambil alih kekuasaan dari penjajahan Belanda,

Peradilan Raad van Justitie dan Residentiegerecht dihapuskan. Sebagai

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

2 Tuti Harwati, Peradilan Di Indonesia, (Mataram: Sanabil, 2015), h. 6.
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gantinya, Jepang membentuk satu jenis peradilan yang berlaku untuk
semua orang yang disebut Tiboo Hooin. Badan peradilan ini merupakan
kelanjutan dari Landraad. Meskipun begitu, hukum acaranya masih
mengacu pada HIR dan RBG.
3) Masa Kemerdekaan Tahun 1945-Sekarang

Setelah Indonesia merdeka, pada awalnya tidak ada perubahan
yang terlihat dalam lembaga pengadilan. Sesuai dengan ketentuan Pasal
Il aturan peralihan UUD 1945, struktur pengadilan masih mengikuti
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1942.
Perubahan mulai terjadi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
19 tahun 1948. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk
melaksanakan Pasal 24 UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman,
sambil mencabut Undang-Undang Nomor 7 tahun 1947 mengenai
susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung.
Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 tahun 1948, dalam Negara
Republik Indonesia diakui adanya tiga lingkungan peradilan. yaitu:*?
a) Peradilan Umum;
b) Peradilan Tata Usaha Pemerintahan;
¢) Peradilan Ketentaraan.

Pasal 10 ayat 1 kemudian menyatakan tentang “pemegang
kekuasaan dalam masyarakat yang memeriksa dan memutuskan perkara-

perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat desa".

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S
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Mengenai peradilan agama, tidak diatur secara khusus dalam Undang-
Undang Nomor 19 tahun 1948 tersebut. Hanya dalam Pasal 35 ayat 2,
disebutkan bahwa perkara-perkara perdata yang melibatkan orang Islam,
yang menurut hukum yang berlaku harus diselesaikan sesuai dengan
hukum agamanya, akan diperiksa oleh Pengadilan Negeri. Pengadilan
ini terdiri dari seorang hakim beragama Islam sebagai ketua dan dua
hakim ahli agama Islam sebagai anggota. Ketika Indonesia menjadi
Negara Serikat, pengaturan lembaga peradilan dalam Konstitusi RIS
lebih komprehensif daripada dalam UUD 1945.%

Sebagai upaya untuk menjamin pelaksanaan peradilan yang efektif,
Konstitusi RIS (Konstitusi Republik Indonesia Serikat) juga mengatur
tentang syarat-syarat pengangkatan, pemberhentian, dan pemecatan
hakim serta evaluasi terhadap kemampuan dan karakter mereka. Badan-
badan peradilan yang ada, termasuk Peradilan Swapraja, tetap
dipertahankan, kecuali peradilan Swapraja di Jawa dan Sumatra yang
telah dihapuskan melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1947. Sistem
peradilan agama juga tetap dipertahankan. Meskipun Konstitusi RIS
juga mengatur peradilan tata usaha, belum ada peraturan pelaksanaannya
saat itu. Perubahan terhadap lembaga pengadilan terjadi kembali setelah
Republik Indonesia menjadi Negara Kesatuan. Meskipun Negara RIS

menggunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), setelah RI

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S
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menjadi Negara Kesatuan, KRIS tidak lagi berlaku dan digantikan oleh
UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara).

Perubahan ini berpengaruh pada lembaga peradilan. UUDS tidak
lagi mengenal daerah atau negara bagian, sehingga pengadilan di daerah
tersebut tidak diakui. Pada 1951, diundangkan Undang-Undang Darurat
Nomor 1 Tahun 1951. Undang-Undang ini menjadi dasar menghapuskan
beberapa pengadilan yang tidak sesuai dengan Negara Kesatuan,
termasuk pengadilan tertentu dan semua pengadilan adat secara
bertahap.**

Melalui Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, Negara Republik
Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 yang masih berlaku hingga
saat ini, meskipun telah mengalami beberapa amandemen. Sejak UUD
1945 kembali diberlakukan, lembaga pengadilan mengalami perubahan
yang signifikan dibandingkan dengan sebelumnya. Pengadilan
Swapraja, pengadilan adat, dan pengadilan desa tidak lagi ada, namun
badan-badan  peradilan telah mengalami  transformasi  dan
perkembangan. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970
mengakui keberadaan empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha
negara. Seiring dengan jatuhnya pemerintahan Orde Baru dan tuntutan

Reformasi di berbagai bidang termasuk hukum dan peradilan, hakim-
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hakim yang tergabung dalam Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
mendesak pemerintah untuk segera mereformasi lembaga peradilan.
Pengertian Pengadilan

Menurut umat Islam, keberadaan lembaga peradilan adalah mutlak.
la berkorelasi langsung dengan eksistensi agama Islam dan
penganutnya, sehingga lembaga peradilan pasti ada di mana pun agama
dan penganutnya ada. Karena fungsinya adalah untuk menyelesaikan
perselisinan dan persengketaan.”> Pengadilan, yang dalam bahasa
Inggris disebut sebagai court, dan dalam bahasa Belanda disebut
recthbank, adalah lembaga yang melakukan tugas peradilan seperti
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara.?® "Peradilan” berasal dari
kata "adil", dengan awalan "per" dan imbuhan "an”. Dalam terjemahan,
kata "Qadha" Dberarti "memutuskan”, "melaksanakan", dan
"menyelesaikan”.

Peradilan adalah semua aktivitas atau proses yang terjadi di
pengadilan yang melibatkan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili
perkara dengan menerapkan hukum, serta menemukan hukum "In
concreto” (hakim menerapkan hukum pada situasi konkret yang
diajukan kepadanya untuk diputuskan) untuk memastikan kepatuhan
terhadap hukum materiil, dengan menggunakan prosedur yang

ditetapkan oleh hukum formal.
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Utama, 2013), h. 1.

% Ahmad Fathoni Ramli, Administrasi Peradilan Agama Pola Bindalmin Dan Hukum
a Peradilan Agama Dalam Praktek, (Bandung: Mandar Maju, 2013), h. 2.
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Kata Pengadilan dan Peradilan memiliki kata dasar yang sama
yakni “adil” yang memiliki pengertian:

1) Proses mengadili.

2) Upaya untuk mencari keadilan.

3) Penyelesaian sengketa hukum di hadapan badan peradilan.

4) Berdasar hukum yang berlaku.

Fungsi Dan Tujuan Pengadilan

Pengadilan sebagai lembaga pelaksana dari kekuasaan kehakiman
sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting, keberadaan lembaga
pengadilan merupakan ciri utama dari sebuah negara hukum. Sesuali
dengan konstitusi, pengadilan dapat berperan baik secara politis, yuridis
maupun sosiologis:

1) Peran politis yaitu fungsi umum dari setiap lembaga negara. Peran
ini meliputi keterlibatan Mahkamah Agung yang secara sadar
membawa negara ini menuju pada tujuan seperti tercantum dalam
konstitusi.?” Peran Mahkamah Agung tersebut tentu saja harus
diikuti oleh lembaga-lembaga pengadilan di bawahnya;

2) Peran vyuridis yaitu fungsi utama dari pengadilan sebagaimana
dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004
tentang Kekuasaan Kehakiman vyaitu untuk menyelenggarakan
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila demi terselengaranya Negara Hukum Republik Indonesia;

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

%7 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Ctra Aditya Bakti, 1991), h. 1.
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3) Peran sosiologis merupakan peran yang tidak kurang pentingnya
dalam menjalankan kehidupan pengadilan, karena peran ini
merupakan jiwa bagi peran-peran lainnya sebagaimana dikehendaki
oleh Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 di mana
hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Ketiga peran tersebut merupakan satu kesatuan dalam
penerapannya, walaupun setiap perkara yang diselesaikan oleh
pengadilan berbeda-beda namun dalam pelaksanaannya tentu harus
disesuaikan dengan karakteristik suatu perkara.

Tujuan pengadilan adalah menciptakan sebuah tatanan kehidupan
negara dan masyarakat yang sejahtera, aman, dan tertib. Dalam konteks
tatanan tersebut, kesetaraan di hadapan hukum bagi seluruh warga
negara dijamin. Sesuai dengan prinsip sistem pemerintahan yang
tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah bertanggung
jawab secara aktif dan positif melalui aparaturnya di bidang Tata Usaha
Negara. Pemerintah memiliki kewajiban untuk terus-menerus membina,
menyempurnakan, dan menertibkan aparaturnya agar menjadi efisien,
efektif, bersih, dan berwibawa, serta selalu melaksanakan tugasnya
berdasarkan hukum, dengan semangat dan sikap pengabdian kepada
masyarakat. Menyadari pentingnya peran aktif dan positif tersebut,
pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi

kemungkinan timbulnya konflik kepentingan, perselisihan, atau
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sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga
masyarakatnya.?

Sengketa antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan
warga negara dikenal sebagai sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan
Tata Usaha Negara didirikan untuk menyelesaikan konflik antara
Pemerintah dan warga negaranya, terutama ketika konflik timbul akibat
tindakan Pemerintah yang melanggar hak-hak warga negara. Oleh

karena itu, Pengadilan Tata Usaha Negara bertujuan memberikan

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

perlindungan kepada rakyat. Lebih lanjut, tujuan dari Pengadilan Tata
Usaha Negara tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu, tetapi
juga untuk melindungi hak-hak masyarakat secara keseluruhan, serta
sebagai mekanisme untuk masyarakat melakukan kontrol atau
pengawasan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.
d. Bentuk-Bentuk Pengadilan Di Indonesia

Badan peradilan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi
peradilan di bawah pengawasan Mahkamah Agung, yang mencakup
peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata
usaha negara. Selain itu, badan peradilan juga mencakup pengadilan
khusus yang beroperasi di bawah naungan peradilan tersebut.?® Oleh

karena itu, di Indonesia kekuasaan kehakiman dijalankan melalui empat

%8 Wahib dkk, “Upaya Administrasi Dalam Sistem Peradilan Tata Usaha Negara Menurut

%ﬁzumg JO AJISIdATU() DTWR[S] 3)B)S

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Prosiding
S NTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian Dan PKM, Volume 4., No. 1., (Juli 2023), h.
1281-1282.

2 Abdullah Tri Wahyudi, Hukum Acara Peradilan Agama, (Solo: CV. Mandar Maju,

2014), h. 2.

neny wisey gie



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

Ag uej[ng Jo AJISIIATU() DTUIR]S] d)¥}S

27

jenis pengadilan, yang semuanya di bawah naungan Mahkamah Agung

sebagai pengadilan negara tertinggi.

1) Pengadilan Umum

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan
Umum menyatakan, ‘“Peradilan umum adalah salah satu pelaku
kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya”.
Pengadilan di lingkungan badan pengadilan umum memiliki
kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan
menyelesaikan perkara-perkara perdata dan pidana sipil bagi seluruh
penduduk, baik warga negara maupun orang asing. Badan
pengadilan umum terdiri dari pengadilan negeri, yang menangani
perkara pada tingkat pertama, dan pengadilan tinggi, yang
menangani perkara pada tingkat banding. Pengadilan negeri
berlokasi di kotamadya atau ibu kota kabupaten, dengan
yurisdiksinya mencakup wilayah kotamadya atau kabupaten,
sementara pengadilan tinggi berlokasi di ibu kota provinsi dan
memiliki yurisdiksi atas wilayah provinsi tersebut.®*® Di dalam
lingkungan Peradilan Umum, bisa dibentuk pengadilan khusus
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
sebagaimana tercantum di Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas

20
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% Titik Triwulan Tutik, Pengantar llmu Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher,

), h. 240.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang
Peradilan Umum dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.*
Pengadilan Agama

Peradilan agama merupakan salah satu lembaga penegakan
hukum yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara perdata
tertentu bagi masyarakat Muslim yang mencari keadilan. Perkara-
perkara tersebut mencakup masalah seperti perkawinan, kewarisan,
wasiat, hibah yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, serta
masalah wakaf dan shadagah. Dalam lingkungan badan peradilan
agama, pengadilan memiliki kewenangan untuk menerima,
memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata
khusus yang terkait dengan hukum Islam, seperti perkawinan,
perceraian, pewarisan, dan wakaf.*

Dalam undang-undang dijelaskan tentang struktur, kekuasaan
hukum acara, kedudukan hakim, dan aspek administratif dari
pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Kekuasaan
kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh
pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama. Pengadilan agama

berlokasi di kota madya atau ibu kota kabupaten, sementara

S ule}[ng Jo AJISIDATU() dIWIR[S] 3)e}S
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3! Ahmad Asif Sardari, “Peradilan Dan Pengadilan Dalam Konsep Dasar, Perbedaan Dan
Daear Hukum”, JIFLAW: Journal Of Islamic Family Law, Volume 1., No. 1., (July-Desember
2022), h. 21.
%2 Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., h. 241.
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pengadilan tinggi agama berada di ibu kota provinsi. Pengadilan
agama memiliki  wewenang untuk memeriksa, mengadili,
memutuskan, dan menyelesaikan perkara yang melibatkan individu
yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengadilan tinggi agama bertindak sebagai pengadilan banding yang
memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara yang
telah diputuskan oleh pengadilan agama. Selain itu, pengadilan
tinggi agama juga berperan sebagai pengadilan pertama dan terakhir
dalam menyelesaikan sengketa mengenai kewenangan pengadilan
agama di wilayah yurisdiksinya.®® Dasar hukum peradilan agama
yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
Pengadilan Militer

Pengadilan di dalam struktur badan peradilan militer
mempunyai wewenang untuk:
a) Menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara

pidana yang melibatkan terdakwa yang merupakan prajurit

N
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% Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare
ntara Press, 2021), h. 5.
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anggota TNI/POLRI, atau yang setara menurut undang-undang,

anggota suatu golongan, jabatan, badan atau yang dianggap

setara atau disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.

Seseorang yang bukan termasuk dalam golongan tersebut namun

atas keputusan panglima dengan persetujuan menteri kehakiman

harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan badan peradilan
militer;

b) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha
TNI/POLRI.

Pengadilan dalam struktur peradilan militer terdiri dari
Mahkamah Militer, Mahkamah Militer Tinggi, Mahkamah Militer
Utama, dan Mahkamah Militer Pertempuran. Mahkamah Militer
bertugas memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama yang
melibatkan anggota TNI/POLRI dengan pangkat kapten ke bawah.
Sementara itu, Mahkamah Militer Tinggi memiliki kekuasaan
yaitu:*

(1) Mahkamah Militer Tinggi memiliki kewenangan untuk
memeriksa dan memutuskan perkara-perkara tingkat pertama,
baik kejahatan maupun pelanggaran, yang melibatkan terdakwa
yang pada saat melakukan tindak pidana tersebut memiliki
pangkat mayor ke atas. Selain itu, Mahkamah Militer Tinggi juga

bertugas memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa

neny wisey jraeAg uejing jo AJISIdAIU) dDTWER[S] 3}€)S

** Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., h. 242.
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yang terkait dengan tata usaha angkatan bersenjata

(TNI/POLRY).

(2) Memeriksa dan mengambil keputusan pada tingkat banding atas
semua perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Militer di
wilayah yurisdiksinya yang mengajukan banding;

(3) Menyelesaikan secara final sengketa mengenai wewenang
pengadilan militer di wilayah yurisdiksinya.

Lokasi kedudukan Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer
Tinggi ditetapkan oleh Menteri Kehakiman bersama-sama dengan
Menteri Pertahanan dan Keamanan. Sementara itu, Mahkamah
Militer Utama memiliki kewenangan untuk memeriksa dan
memutuskan pada tingkat pertama perkara-perkara (kejahatan atau
pelanggaran) yang terkait dengan jabatan yang dilakukan oleh:

(@) Sekretaris Jendral Departemen Pertahanan dan Keamanan.

(b) Panglima Besar TNI.

(c) Kepala Staf Anngkatan Darat (Kasad), Kepala Staf Angkatan
Laut (Kasal), dan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau).

(d) Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Mahkamah Militer Utama juga memiliki tanggung jawab untuk
memeriksa dan mengambil keputusan pada tingkat banding atas
semua perkara yang telah diputus oleh Mahkamah Militer di tingkat
pertama, jika diminta untuk diperiksa ulang. Mahkamah Militer

Utama berlokasi di tempat kedudukan Mahkamah Agung RI dan
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memiliki yurisdiksi atas seluruh wilayah Republik Indonesia.
Sementara itu, kekuasaan Pengadilan Militer Pertempuran adalah
memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama
dan terakhir di wilayah pertempuran. Pengadilan Militer
Pertempuran bergerak sesuai dengan pergerakan pertempuran dan
berkedudukan serta beroperasi di wilayah pertempuran.*® Dasar
hukum peradilan militer diatur dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pengadilan adalah
badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan
peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan
Militer Tinggi, Pengadilan Militer Militer Utama, dan Pengadilan

Militer Pertempuran.*®
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4) Pengadilan Tata Usaha Negara

g.-j Pengadilan di bawah badan Peradilan Tata Usaha Negara
-

(¢]

— memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan
&

= menyelesaikan perkara-perkara atau sengketa yang terkait dengan
-

g tata usaha negara. Ini mencakup sengketa yang muncul dalam ranah
E tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan
]

< lembaga atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun
=4

W

=

Y

=)

<3 |bid,, h. 243

% Adi Sulistiyono, Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik, (Depok:
Prehadamedia Group, 2018), h. 2.
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ditingkat daerah. Sengketa-sengketa ini muncul sebagai hasil dari
keputusan yang dikeluarkan dalam tata usaha negara.®’

Pengadilan di dalam lingkungan tata usaha negara terbagi
menjadi pengadilan tata usaha negara, yang menangani perkara pada
tingkat pertama, dan pengadilan tinggi tata usaha negara, yang
menangani perkara pada tingkat banding. Pengadilan tata usaha
negara berlokasi di kota madya atau kabupaten, sementara
pengadilan tinggi tata usaha negara berada di ibu kota provinsi dan
memiliki yurisdiksi atas wilayah provinsi tersebut.®® Dasar hukum
peradilan tata usaha negara diatur dalam Undang-Undang Negara
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang
Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-
Undang Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara.>®

. Teori Putusan

Pengertian Putusan

Tujuan dijalankannya suatu proses di hadapan pengadilan adalah

untuk memperoleh putusan dari hakim.** Keputusan hakim, yang
umumnya dikenal sebagai putusan pengadilan, merupakan hasil yang
sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam suatu

perselisihan untuk mencapai penyelesaian yang optimal. Hal ini

neny wisey jrredg uejing Jo AJISIdATU) dDTWER[S] }eAS

¥ Titik Triwulan Tutik, Op. Cit., h. 244.

% Ibid., h. 245.

% Adi Sulistiyono, Op. Cit., h. 3.

0 M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika Offeset, 2003), h. 48.
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dikarenakan pihak-pihak yang bersengketa menginginkan keadilan dan

kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi.**

Sebagai penegak hukum, hakim memiliki tanggung jawab yang
besar untuk memahami seluk-beluk suatu perkara dan regulasi yang
mengaturnya, termasuk norma hukum yang tertulis dan tidak tertulis
seperti tradisi atau hukum adat. Tujuannya adalah agar putusan yang
diambil mencerminkan keadilan, menjamin kepastian hukum, dan
memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Karena itu,
Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan perlunya
hakim untuk menelusuri, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum
serta konsep keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Berbagai ahli
hukum berusaha mendefinisikan konsep putusan pengadilan atau
putusan hakim dalam beberapa karya hukum sebagai berikut:

1) Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan seorang hakim merupakan
pernyataan yang dilontarkan oleh hakim, sebagai pejabat negara
yang diberi kewenangan untuk itu, di dalam sidang dengan tujuan
untuk menyelesaikan kasus atau perselisihan antara pihak-pihak.
Secara mendasar, sebuah keputusan adalah pernyataan yang tertulis
dan kemudian diungkapkan oleh hakim di dalam sidang, tidak
hanya yang diucapkan. Namun, konsep keputusan tertulis ini

memiliki kekuatan sebagai keputusan sebelum diucapkan oleh

C

nery wisey Pirefg uejng jo

* Moh. Taufik Makarao, Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT. Rineka
, 2004), h. 124.
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hakim di dalam sidang. Walaupun begitu, vonis yang tertulis tidak
boleh berbeda dengan vonis yang diucapkan di dalam sidang.*?
Menurut M. Nur Rasaid, putusan hakim merupakan suatu hal yang
sangat dinantikan dan diharapkan oleh pihak-pihak yang terlibat
dalam perselisihan untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan
cara yang paling baik. Dengan keputusan hakim tersebut, pihak-
pihak yang berselisih berharap untuk mendapatkan keadilan dan
kepastian hukum dalam kasus mereka. Secara faktual, bukti-bukti
yang diajukan oleh pihak-pihak yang berselisih memungkinkan
hakim untuk mengetahui fakta-fakta atau kejadian yang terjadi
dalam kasus tersebut. Setelah mempertimbangkan bukti yang
cukup, hakim harus menetapkan undang-undang yang relevan.
Ketika mencari aturan hukum yang dapat diterapkan untuk
menyelesaikan sengketa, hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa
hakim melakukan penyelidikan untuk menemukan hukum sebelum
memberikan keputusan (hakim membuat hukum atau rechtvinding).
Dengan demikian, hakim berupaya sebaik mungkin untuk membuat
keputusan yang adil, objektif, dan tidak dipengaruhi oleh hal lain
selain rasa keadilan dan objektivitas.

Menurut Syahrani, putusan hakim adalah pernyataan yang
diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum,

yang bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e
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*2 Haposan Siallagan, Kasman Siburian Dan Fernando Z. Tampubolon, Hukum Acara
Pethdilan Tata Usaha Negara, (Medan: Lembaga Pemberdayaan Media Dan Komunikasi
(LAPIK), 2019), h. 147.
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perdata. Ini dapat merujuk pada pernyataan hakim dalam sidang
pengadilan yang mencakup penilaian berdasarkan fakta-fakta yang
ada dan pertimbangan hukum yang relevan. Definisi tentang
putusan tersebut mencakup unsur-unsur penting yang diperlukan
untuk menjadi sebuah putusan.

Berikut adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu

pernyataan dapat disebut sebagai putusan:*®

a) Putusan disampaikan oleh pejabat negara yang memiliki

kewenangan sesuai dengan hukum yang berlaku;

b) Putusan diungkapkan di dalam persidangan perkara yang dapat

diakses oleh publik;

c) Putusan yang diberlakukan telah mengikuti proses dan prosedur

hukum yang berlaku;
d) Putusan dibuat secara tertulis;

e) Tujuan dari putusan adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri
suatu perkara.
b. Bentuk-Bentuk Putusan
Putusan dalam lingkup Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-

Pr
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** Fence M. Wantu, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Gorontalo: UNG
, 2014), h. 77.
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Undang Nomor 9 Tahun 2004, dapat digolongkan ke dalam lima

kategori yaitu:**

1)

2)

3)

4)

Putusan Pokok yaitu pernyataan batal atau tidak sah keputusan
administrasi negara yang disengketakan (tuntutan berdasarkan

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004).

Putusan Tambahan yaitu ketika gugatan diterima, di mana hakim
dapat menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pejabat
pemerintah yang mengeluarkan keputusan tersebut. Tugas-tugas

ini mencakup:
Pencabutan keputusan administrasi negara yang relevan;

Pencabutan  keputusan administrasi  yang relevan dan

mengeluarkan keputusan baru;

Penerbitan keputusan dalam kasus di mana gugatan terhadap
keputusan fiktif negatif.

Putusan Remidial (pemulihan) yaitu untuk mengembalikan
konsekuensi yang ditimbulkan oleh keputusan pemerintah yang
dinyatakan tidak sah atau dibatalkan, seperti dengan memberikan
ganti rugi dan rehabilitasi.*

Putusan Penguat (pengefektifan) yaitu putusan sebagai alat
pemaksa, supaya putusan yang bersifat kondemnatoir dapat

terlaksana, yaitu:

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

* Yahya Ahmad Zein, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Malang: Literasi
ntara, 2020), h. 62.
“*Ibid., h. 63.
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Kewajiban membayar denda atau denda paksa;
Pemberian sanksi administratif;

Instruksi untuk mempublikasikan nama pejabat yang tidak

mematuhi putusan melalui media cetak;

Pengajuan kepada Presiden, sebagai pemegang kekuasaan
pemerintah tertinggi, untuk memerintahkan pelaksanaan putusan

pengadilan oleh pejabat tersebut;

Pengajuan kepada lembaga perwakilan rakyat untuk melaksanakan
fungsi pengawasan.
Putusan Akhir adalah putusan yang diberikan oleh hakim setelah
proses pemeriksaan sengketa tata usaha negara selesai. Menurut
Pasal 97 ayat (2), jenis-jenis putusan akhir dapat meliputi:*°
Gugatan ditolak

Putusan yang berupa gugatan yang ditolak merupakan
putusan yang menyatakan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara
yang menyebabkan sengketa tata usaha negara tidak dinyatakan
batal atau sah.
Gugatan tidak diterima

Putusan yang berupa gugatan tidak diterima merupakan
gugatan Penggugat tidak memenuhi putusan yang menyatakan
syarat-syarat yang telah ditentukan. Putusan ini tidak mengubah

hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

6 Ibid.
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Gugatan gugur

Putusan yang berupa gugatan gugur merupakan putusan
yang dibuat oleh hakim karena penggugat tidak hadir dalam
beberapa sidang, meskipun telah dipanggil dengan patut, atau

karena penggugat meninggal dunia.
Gugatan dikabulkan

Putusan yang berupa gugatan dikabulkan adalah
Keputusan tata usaha negara yang menyebabkan sengketa tata
usaha negara adalah keputusan tata usaha negara yang tidak sah
atau batal. Keputusan-keputusan ini termasuk dalam tiga kategori
berdasarkan sifatnya, yaitu:*’

(1) Putusan yang bersifat pembebanan (condemnatori)

Putusan yang mengandung pembebanan. Contohnya,
tergugat diharuskan membatalkan keputusan yang digugat
atau memberikan kompensasi atau rehabilitasi (sebagaimana
dijelaskan dalam Pasal 97 ayat 9 huruf a, b, ¢, dan Pasal 97
ayat 10 dan 11). Misalnya, surat pemberhentian karyawan
dibatalkan dan dilakukan rehabilitasi.

(2) Putusan yang bersifat pernyataan (declaratoir)
Putusan yang hanya menunjukkan suatu keadaan yang sah

secara hukum. Misalnya, penetapan dismisal (Pasal 62).

Iefg uejng Jo AJISIdATU) dDTWER[S] 3}€)S

*" Elidar Sari Dan Hadi Iskandar, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Aceh:

C\&Biena Edukasi, 2014), h. 108.

nery wisey



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

40

©
g (3) Putusan yang bersifat penciptaan (constitutif)
G
L2 Putusan yang menciptakan atau menghapus suatu keadaan
o
o hukum atau menghapus suatu keadaan hukum sebelumnya.
=]
— Misalnya, Pasal 97 ayat 9 huruf b menyatakan bahwa tergugat
=
— tidak hanya diwajibkan untuk membatalkan surat keputusan
=
W yang digugat, tetapi juga diwajibkan untuk menerbitkan
c
= Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
jeb)
A ¢. Kekuataan Mengikatnya Putusan
QD
= Dalam hal kekuatan putusan, terdapat tiga jenis kekuatan yang
dapat dimiliki oleh putusan hakim, yaitu:*®
1) Kekuatan mengikat
Putusan hakim yang telah final memiliki kekuatan hukum
yang mengikat "erga omnes", artinya berlaku untuk semua, tidak
hanya untuk pihak yang terlibat dalam perselisihan. Putusan hakim
o
= dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang telah menjadi kekuatan
(¢]
@ hukum tetap memiliki kekuatan mengikat karena tidak dapat
+¥]
E_ dilakukan upaya hukum lagi atau sudah pasti (Resjudicata pro
™
S. veritate habetur).
<
- 2) Kekuatan eksekutorial
W
‘g Putusan hakim memiliki kekuatan eksekutorial karena
Lo =
;__n keputusan mereka yang berkekuatan tetap (kracht van gewijsde)
g dapat dilaksanakan.
wn
et
oY)
:- 48 Ib
=y id., h. 109.
~
¥
o
=
=
;-
c
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3) Kekuatan pembuktian

Putusan Pengadilan memiliki kekuatan pembuktian yang
setara dengan akta otentik, sehingga selalu dianggap benar selama
tetap memiliki kekuatan hukum (kracht van gewijsde).

Asas-Asas Putusan

Putusan adalah akhir dari perkara yang diputuskan di persidangan
berdasarkan fakta, pembuktian, dan gugatan. Oleh karena itu, sangat
diharapkan bahwa putusan akan membawa keadilan bagi semua pihak.
Dengan demikian, putusan yang sah dan baik harus mempertimbangkan
beberapa asas putusan, yaitu:

1) Putusan memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
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Putusan yang dijatuhkan harus didasarkan pada pertimbangan
yang jelas dan memadai. Sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan
pengadilan tidak hanya harus menyertakan alasan dan dasar putusan,
tetapi juga harus mencantumkan pasal khusus dari peraturan
perundang-undangan yang relevan atau sumber hukum tak tertulis
yang menjadi landasan untuk mengadili. Bahkan, menurut Pasal 178
ayat (1) HIR, hakim diwajibkan untuk menghadirkan segala argumen
hukum yang tidak disampaikan oleh pihak yang berperkara karena
peranannya atau berdasarkan kewenangan ex officio. Hakim
memiliki kebebasan ex officio untuk memutuskan perkara yang tidak

diajukan dalam tuntutan, dan ini sepenuhnya berada di bawah
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wewenang hakim. Hakim bertanggung jawab untuk mempelajari,
mengikuti, dan memahami prinsip-prinsip hukum yang berlaku
dalam masyarakat. Pada tingkat banding atau kasasi, putusan dapat
dibatalkan jika tidak menyertakan alasan-alasan yang disebutkan di

atas.*

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan

Asas ini sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal
178 ayat (2) H.I.R, Pasal 189 ayat (2) R.Bg., dan Pasal 50 Rv.*
Dalam setiap putusan yang dikeluarkan, hakim harus secara
komprehensif memeriksa dan mengadili setiap aspek gugatan.
Hakim tidak diperbolehkan hanya memeriksa dan memutuskan
beberapa bagian dari gugatan dan mengabaikan yang lainnya, karena
pendekatan pengadilan semacam itu bertentangan dengan prinsip-

prinsip yang diatur dalam undang-undang.

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas ini dikenal sebagai larangan ultra petitum partium,
sebagaimana diatur dalam (Pasal 178 ayat 930 HIR, Pasal 189 ayat
(3) RGB, dan Pasal 50 RV).>* Hakim dianggap melampaui
kewenangan mereka jika mereka menyetujui klaim atau tuntutan

yang diajukan. Meskipun dilakukan dengan itikad baik oleh hakim

P

a
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* M. Khoirur Rofig, Hukum Acara Peradilan Agama, (Semarang: CV. Rafi Sarana
sa, 2022), h. 250.

* Ibid., h. 251.

*! Ibid., h. 252.
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dan demi kepentingan umum, tindakan ultra petitum dianggap

sebagai pelanggaran terhadap hukum.

4) Putusan diucapkan di muka hukum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat imperatif, sehingga
harus diindahkan, pelanggaran terhadap prinsip ini dapat
mengakibatkan keputusan yang tidak sah atau tidak berlaku secara
hukum. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004
dinyatakan bahwa "setiap putusan pengadilan hanya akan sah dan
memiliki kekuatan hukum jika diucapkan dalam sidang yang terbuka
untuk umum”. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

a) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

b) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum
apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

c) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.”

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

52 1bid., h. 253-254.
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Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pelaksanaan putusan PTUN (Eksekusi) adalah peraturan yang
mengatur cara dan persyaratan yang digunakan oleh lembaga negara untuk
membantu pihak yang berkepentingan dalam menjalankan putusan hakim
jika pihak yang kalah enggan mematuhi isi putusan dalam batas waktu
yang ditetapkan. Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi putusan hakim
pada dasarnya adalah pelaksanaan kewajiban pihak yang bersangkutan
untuk memenuhi apa yang diamanatkan dalam putusan tersebut.>®

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat dieksekusi
adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang berarti
bahwa putusan tersebut tidak dapat diubah melalui upaya hukum apa pun
(sesuai dengan Pasal 115 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara).
Dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara, tidak ada
kemungkinan untuk menggunakan upaya paksa melalui aparat keamanan,
sebagaimana yang umumnya terjadi dalam pelaksanaan putusan Peradilan
Pidana dan Perdata. Namun, yang istimewa dalam pelaksanaan putusan
Peradilan Tata Usaha Negara adalah adanya kemungkinan campur tangan
Presiden sebagai kepala pemerintahan. Dalam hal ini, Presiden sebagai
kepala pemerintahan memiliki tanggung jawab dalam pembinaan pegawai
negeri atau aparatur pemerintahan. Dalam menjalankan tanggung jawab

tersebut, Presiden sebagai kepala pemerintahan harus mematuhi peraturan

neny wisey jiedg uejing jo AJISIdATU) dDTWE[S] 3}e)S

53 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata, (Yogyakarta: Liberty, 2010), h. 255.
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perundang-undangan yang berlaku, termasuk mematuhi putusan
pengadilan sesuai dengan prinsip negara hukum.>*

Intervensi presiden dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata
Usaha Negara dianggap perlu karena pelaksanaannya tidak sejelas
pelaksanaan putusan dari Peradilan Pidana atau Perdata. Hal ini
disebabkan karena pihak yang digugat adalah sebuah Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara.> Dalam putusan Peradilan Tata Usaha Negara yang
bersifat condemnatoir, yang mengandung hukuman terhadap tergugat,
dalam hal ini Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, untuk melaksanakan
suatu kewajiban seperti: pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang
terkait; dan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru.
Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan dalam kasus di
mana gugatan didasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986, membayar ganti rugi, atau memberikan rehabilitasi.

Ketika tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban
tersebut adalah pejabat, kesuksesan dalam pelaksanaan putusan Peradilan
Tata Usaha Negara sangat bergantung pada kredibilitas Pengadilan Tata
Usaha Negara dan kesadaran hukum para pejabat tersebut. Namun,
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah dirancang sedemikian rupa
untuk memfasilitasi pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara

sesuai dengan yang diharapkan, bahkan memungkinkan campur tangan
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% Rosmery Elsye dan Muslim, Modul Mata Kuliah Hukum Tata Usaha Negara,

(Sgﬂledang Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN, 2020), h. 155.

Silvia Rahmawati Lahopang, “Tinjauan Yuridis Terhadap Proses Eksekusi Atas

Puflisan Peradilan Tata Usaha Negara”, Lex Administratum, Volume 6., No. 3., (Juli-Agustus
201I8), h. 159.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

47

presiden sebagai kepala pemerintahan jika diperlukan. Tahapan awal
dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara adalah
penyampaian salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap oleh panitera atas perintah ketua pengadilan yang memutusnya pada
tingkat pertama kepada para pihak dengan surat tercatat dalam waktu
maksimal 14 hari. Jika dalam waktu 4 bulan sejak salinan putusan
pengadilan itu dikirimkan kepada tergugat dan mereka tidak melaksanakan
kewajibannya, seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, yaitu
pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, maka
Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan tersebut dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Dalam kasus di mana putusan
pengadilan tersebut memerintahkan kepada tergugat untuk melaksanakan:
1. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan
menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru;
2. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan didasarkan
kepada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Sesudah 3 bulan sejak putusan pengadilan tesebut diberitahukan
kepada tergugat ternyata kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh
tergugat, maka penggugat mengajukan permohonan kepada ketua
pengadilan yang bersangkutan agar ketua pengadilan memerintahkan
tergugat untuk melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Sesudah

tergugat diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk melaksanakan putusan
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%6 Rosmery Elsye dan Muslim, Op. Cit., h. 157.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,
\l'l/'ﬂ

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

C

nelry eysng Nin Y!jlw eydioyey @

ATU

w

e

Q DIIgE[SI aje

48

pengadilan tersebut, ternyata tidak mau melaksanakan, maka Kketua
pengadilan mengajukan hal ini kepada instansi atasan tergugat menurut
jenjang jabatan. Dua bulan setelah instansi atasan yang bersangkutan
menerima  pemberitahuan  dari  ketua pengadilan harus telah
memerintahkan  kepada pejabat bawahannya (tergugat) untuk
melaksanakan putusan pengadilan tersebut (Pasal 116 Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara). Sesudah melibatkan instansi atasan dari
tergugat, ternyata putusan pengadilan tersebut belum bisa dilaksanakan,
maka dalam hal ini terpaksa adanya campur tangan dari presiden sebagai
kepala pemerintahan. Seandainya kegagalan pelaksanaan putusan tersebut
disebabkan karena instansi atasan dari tergugat setelah lewat waktu 2
bulan tetap tidak memerintahkan pejabat bawahannya (tergugat) untuk
melaksanakan putusan pengadilan tersebut, maka ketua pengadilan yang

bersangkutan mengajukan hal ini kepada presiden.*®

enelitian Terdahulu

Penelitian Terdahulu ini merupakan sarana peneliti yang akan

engungkapkan penelitian terlebih dahulu yang relevan dan telah dilakukan
belumnya terhadap tema atau topik yang hampir mirip dengan penelitian

ang direncanakan. Kajian penelitian terdahulu ini bertujuan untuk melihat dan

i’:nenilai perbedaan penelitian yang telah direncanakan dengan penelitian
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%8 Dian Aries Mujiburohman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, (Yogyakarta:
Press, 2022), h.80.
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1. Skripsi Mar’l Syam, (2019) yang berjudul Pelaksanaan Pemilihan Kepala

Desa (Studi Desa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019).*° Sedangkan penelitian penulis adalah
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang
Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 2021.

Hasil penelitian Mar’l Syam adalah (1) Pelaksanaan pemilihan
kepala desa didesa Sumberagung Kecamatan Rejotangan Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan yang ada, akan
tetapi dalam praktiknya masih banyak persoalan yang perlu diselesaikan
untuk menjamin pemilihan kepala desa yang lebih baik lagi kedepanya. (2)
Beberapa hambatan dalam Pemilihan Kepala Desa Sumberagung
Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 diantaranya
adanya kesepakatan biaya yang bersumber dari bakal calon kepala desa
dalam menunjang minimnya anggaran yang dikucurkan oleh Pemerintah
Daerah maupun Pemerintah Desa, akan tetapi peraturan yang berkaitan
dengan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa baik Undang-Undang
No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No 112 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Kepala Desa, dan Perda Tulungagung No 2 Tahun
2015 Tentang Kepala Desa belum mengatur secara tegas mengenai dana
yang bersumber dari kesepakatan bakal calon kepala desa, sehingga hal ini

menimbulkan kekosongan peraturan dan ketidakpastian hukum. (3) Dalam

Ag|uej[ng jo A31SId2ATU) dDTUIR]S] d)¥}S

* Mar’l Syam, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Studi Desa Sumberagung

Keamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung Tahun 2019), Skripsi S-1 Prodi llmu Hukum,
UriNersitas Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Jawa Timur, 2019.
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hukum islam sendiri banyak ayat-ayat Al-qur’an maupun didalam Hadits
yang menganjurkan untuk memilih seorang pemimpin dan berkewajiban
menaati seorang pemimpin selama pemimpin tersebut menjalankan segala
yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan-Nya, dan senantiasa
menggunakan Alqur-an dan Hadits sebagai pedomanan dalam
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam memimpin umat.
Sedangkan hasil penelitian penulis ada 2 hal pokok yang dapat
disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang
Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat Il
dan Tergugat Il Intervensi, padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah
berkekuatan hukum tetap. (2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan
Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan
siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan
secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara
tidak secara tegas diatur pelaksanannya di Undang-Undang Peradilan Tata
Usaha Negara, hambatan secara pelaksanaanya yaitu bahwa tidak
mengenal adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu
panitia yang dibentuk adalah panitia ad hoc, yang akan dibubarkan setelah
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan
secara budayanya vyaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa,

masyarakat yang tinggal di desa tersebut memiliki hubungan erat dengan
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si calon kepala desa terpilih. Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih
dominan dilakukan secara kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu
adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa
dan metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode
kualitatif yang terjun langsung kelapangan. Perbedaan antara penelitian
penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis membahas
tentang pelaksanaan terhadap putusan mahkamah agung tentang pemilihan
kepala desa, sedangkan penelitian terdahulu hanya membahas pelaksanaan
pemilihan kepala desa dan lokasi penelitian penulis dengan penelitian
terdahulu memiliki perbedaan, selain daripada itu objek dan subjek yang
diteliti memiliki perbedaan.
Skripsi Hijrah Novriti, (2020) yang berjudul Pelaksanaan Kampanye
Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun
2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan Bergelombang di Desa
Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar.®® Sedangkan penelitian
penulis adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67
PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan
Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Hasil penelitian Hijrah Novriti adalah pelaksanaan kampanye

pemilihan kepala desa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2019
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Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Dan
Bethelombang Di Desa Rumbio Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar, Skripsi S-1 Prodi llmu
HURUm, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020.
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tentang pemilihan kepala desa serentak dan bergelombang di Desa Rumbio
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum berjalan dengan
semestinya. Masih adanya calon kepala desa dan yang melakukan
pelanggaran, diantaranya masih ada nya calon kepala desa yang
menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye dan masih ada
masyarakat yang menjadi tim sukses yang saling menghina terhadap
kandidat calon kepala desa lainnya. Sedangkan hasil penelitian penulis ada
2 hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan
Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak
dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi,
padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap.
(2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang
pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten
Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan secara hukum yaitu
eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas
diatur pelaksanannya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
hambatan secara pelaksanaanya yaitu bahwa tidak mengenal adanya
Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk
adalah panitia ad hoc, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya
yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di

desa tersebut memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih.
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Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara
kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu
adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa
serentak dan bergelombang di seluruh tempat di kabupaten Kampar dan
metode penelitian sama-sama kualitatif dan dasar hukum yang dipakai
penelitian penulis salah satunya yang akan dituangkan dalam penelitian ini
memiliki persamaan dengan penelitian terdahulu sama-sama memakai
peraturan bupati nomor 54 tahun 2019 tentang pemilihan kepala desa
serentak. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu
adalah penelitian penulis membahas tentang pelaksanaan terhadap putusan
Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa desa baru kecamatan
siak hulu kabupaten Kampar sedangkan penelitian terdahulu hanya
membahas pelaksanaan terhadap kampanye pemilihan kepala desa. Subjek
dan objek penelitian penulis dengan penelitian terdahulu memiliki
perbedaan.

Skripsi Safitri, (2020) yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar Tahun 2019.°* Sedangkan penelitian penulis adalah
Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang
Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

Kampar Tahun 2021.
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Keﬁamatan X1l Koto Kampar Kabupaten Kampar Tahun 2019, Skripsi S-1 Prodi Administrasi
Negara, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2020.
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Hasil penelitian Safitri adalah Analisis Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa Di Desa Pulau Gadang Kecamatan XIII Koto Kampar
Kabupaten Kampar Tahun 2019. Sedangkan hasil penelitian penulis ada 2
hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan isi putusan Mahkamah
Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan oleh si Tergugat I,
Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi, padahal putusan yang telah
dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap. (2) hambatan terhadap
pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang pemilihan kepala desa
di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten Kampar Tahun 2021 ini
dengan melihat hambatan secara hukum yaitu eksekusi yang ada pada
Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas diatur pelaksanannya di
Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, hambatan secara
pelaksanaanya yaitu bahwa tidak mengenal adanya Pemungutan Suara
Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk adalah panitia ad
hoc, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan pemilihan kepala
desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya yaitu bahwa pada
saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di desa tersebut
memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih. Sehingga
pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu
adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa

yang terletak di kabupaten Kampar. Perbedaan antara penelitian penulis
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dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis ini berdasarkan
kepala pelaksanaan putusan MA tentang pemilihan kepala desa sedangkan
penelitian terdahulu mengkaji terhadap analisis pelaksanaan pemilihan
kepala desa. selain daripada itu subjek dan objek kedua penelitian antara
penelitian penulis dengan penelitian terdahulu berbeda.

Skripsi Lidiya Nati Lova Kasi, (2021) yang berjudul Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Bergelombang.®? Sedangkan penelitian penulis adalah Pelaksanaan
Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan
Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar
Tahun 2021.

Hasil penelitian Lidiya Nati Lova Kasi adalah bahwa Peraturan
Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengawasan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, pelaksanaan Pengawasan
belum terlaksana dengan baik karena pada hari h Pemilihan Kepala Desa
Camat tidak hadir. Sedangkan faktor penghambat Dalam pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa secara serentak ini adalah tempat TPS yang tidak
strategis sedangkan banyak warga yang bertempat tinggal jauh dari tempat
pemungutan suara atau TPS dan masih banyak warga terdaftar sebagai

DPT namun tidak memberikan suaranya pada saat pemilihan Kepala Desa
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Berflasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan
Pefflilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Skripsi S-1 Produ llmu Hukum, Universitas
Islgkh Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2021.
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di karenakan kekurangan sosialisasi terkait Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Secara Serentak ini. Pendanaan yang minim fasilitas yang kurang
memadai dalam pelaksanaan dari pemilihan kepala desa. Sedangkan hasil
penelitian penulis ada 2 hal pokok yang dapat disimpulkan (1) pelaksanaan
isi putusan Mahkamah Agung tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa
Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini tidak
dilaksanakan oleh si Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Il Intervensi,
padahal putusan yang telah dikeluarkan sudah berkekuatan hukum tetap.
(2) hambatan terhadap pelaksanaan isi putusan Mahkamah Agung tentang
pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten
Kampar Tahun 2021 ini dengan melihat hambatan secara hukum yaitu
eksekusi yang ada pada Peradilan Tata Usaha Negara tidak secara tegas
diatur pelaksanannya di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara,
hambatan secara pelaksanaanya yaitu bahwa tidak mengenal adanya
Pemungutan Suara Ulang (PSU), selain daripada itu panitia yang dibentuk
adalah panitia ad hoc, yang akan dibubarkan setelah tahapan pelaksanaan
pemilihan kepala desa tersebut selesai dan hambatan secara budayanya
yaitu bahwa pada saat pemilihan kepala desa, masyarakat yang tinggal di
desa tersebut memiliki hubungan erat dengan si calon kepala desa terpilih.
Sehingga pemilihan kepala desa ini lebih dominan dilakukan secara
kekeluargaan.

Persamaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

adalah sama-sama membahas mengenai pemilihan kepala desa
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berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.
Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah
penelitian penulis membahas terhadap pelaksanaan putusan mahkamah
agung tentang pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu
kabupaten Kampar tahun 2021 sedangkan penelitian terdahulu membahas
pelaksanaan pengawasan pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan
bupati Kampar nomor 54 tahun 2019. Selain daripada itu subjek dan objek

memiliki perbedaa satu sama lainnya.



b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
.lf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

dioyeH @

>
s

nery eysns Nin LW e

BAB |11

METODE PENELITIAN

enis Penelitian Dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan
pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan
menganalisanya. Selain itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala
yang bersangkutan.®® Selain itu penelitian hukum berkaitan dengan
efektivitas hukum di masyarakat, sosiologi hukum, politik hukum bahkan
hukum progressif sekalipun. Aktifitas tersebut merupakan serangkaian
tahapan yang untuk melihat gejala hukum yang muncul di masyarakat,
fakta hukum yang berlawanan dengan instrument hukum, norma hukum

dan norma non hukum lainnya.

Penelitian hukum memiliki ciri-ciri ilmiah yaitu: pertama,
sistematis artinya materi kajian tersusun secara teratur dan berurutan
menurut sistematika. Kedua, Logis artinya sesuai dengan logika, masuk
akal, dan benar menurut penalaran. Ketiga, Empiris artinya berdasarkan

pengalaman, terutama yang diperoleh melalui penemuan, percobaan,
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% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul-Press, 1986), h. 43.
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dan pengamatan. Keempat, Metodis artinya berdasarkan atau menurut
metode yang kebenarannya diakui menurut penalaran. Kelima, Umum
artinya menggeneralisasi, mengenai seluruh atau semuanya tidak
menyangkut yang khusus saja. Keenam, Akumulatif artinya bertambah

terus, makin berkembang dan dinamis.®*

Maka jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah
penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain di sebut
penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian
lapangan. Penelitian hukum empiris atau penelitian sosiologis ini bertitik
tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung
dari masyarakat sebagai sumber utama pertama dengan melalui
penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan
(observasi), wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Penelitian
hukum sebagai penelitian hukum empiris atau hukum sosiologis dapat
direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang sedang

berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.®®
Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian
deskriptif. Artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan

menjelaskan hal-hal yang terkait atau melukiskan secara sistematis

N
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% Jonaedi Efendi Dan Prasetijo Rijadi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris,

rta: Kencana, 2016), h. 149.



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

B

60

©

g fakta-fakta atau karakteristik yang terdapat pada informan penelitian
-

o dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat terhadap permasalahan
o

o  Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
=

= Kampar Tahun 2021.%°

=

Pendekatan Penelitian

=

g’ Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
w

apendekatan kualitatif yang masuk kedalam bagian jenis pendekatan kasus
gcase approach), yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim
Cuntuk sampai kepada putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat
dikemukakan dengan memperhatikan fakta materiil. Fakta-fakta tersebut
berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak
terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik
hakim maupun para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat
Uo)literapkan kepada fakta tersebut. Ratio decidendi inilah yang menunjukkan
;,’Et'-aahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif bukan deskriptif.
§edangkan diktum, yaitu putusan merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif.
E-Gleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk kepada diktum
gqutusan pengadilan, melainkan merujuk kepada ratio decidendi.®’. Untuk
L;%j_apat memahami fakta materiil perlu diperhatikan tingkat abstraksi rumusan

j‘akta yang diajukan. Sebagaimana di dalam pelajaran logika, semakin umum

gumusan, semakin tinggi daya alstraksinya; sebalikmya, semakin sempit

e}

Aumusan, semakin rendah daya abstraksinya.

% Sarifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 7.
%7 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 119.
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©
g Penulis mengambil pendekatan penelitian terhadap pendekatan kasus

gikarenakan kasus ini telah sampai kepada tahapan Pengadilan Tata Usaha
g\legara Pekanbaru pada tingkat pertama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha
?_f‘_\legara Medan pada tingkat banding, dan Mahkamah Agung yang telah
gemperoleh kekuatan hukum tetap terhadap putusannya. Putusan tersebut
galing menguatkan antara satu sama lainnya, tetapi tetap tidak ditaati isi
%utusan tersebut oleh pihak Tergugat. Baik oleh Tergugat I, Tergugat 1, dan
Q;;J'ergugat Il Intervensi. Sehingga berdasarkan hal tersebut pendekatan
%enelitian yang digunakan oleh peneliti disini adalah pendekatan terhadap

kasus yaitu terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar pada tahun 2021.

C. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana melakukan penelitian. Adapun
lokasi penelitian yang di jadikan peneliti untuk penelitian yaitu di fokuskan
%epada Pengadilan Tata Usaha Negara di Jalan HR. Soebrantas Nomor 13,
%idomulyo Barat, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau, 28294
o
Endonesia. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut dikarenakan sesuai
’%bservasi lapangan yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti, bahwa terdapat
:%enomena dan permasalahan hukum yang harus dikaji dan diteliti oleh
%r;eneliti yaitu tentang Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67
=

PKI/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan

Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.
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©
g Penelitian ini direncanakan dalam jangka waktu kurang lebih 2 bulan

-
derhitung setelah selesainya pelaksanaan seminar proposal. Namun juga tidak

o
amenutup kemungkinan apabila data yang diperoleh dirasa sudah cukup untuk

=
—diolah maka akan lebih cepat dan bila dirasa belum cukup untuk diolah,

=
cpeneliti akan memperpanjang waktu penelitian.

=

DSubjek dan Objek Penelitian
c
w

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian ini adalah Hakim, Panitera Pengganti,

nery

Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum
Tergugat Il, Tergugat Il Intervensi dan Kuasa Hukum Tergugat Il
Intervensi.
2. Objek Penelitian
Adapun objek penelitian ini adalah pelaksanaan putusan Mahkamah
Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di

Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

L PR

E Ainforman Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data

enelitian dapat diperoleh, memiliki pengetahuan dan mendalam mengenai

IapaJun drure

ggaermasalahan penelitian sehingga memberikan informasi yang bermanfaat.®®
]

SRenelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan

W
%asil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak
js¥]

%8 Burhan Bugin, Metode Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013),

neny wisey giefg u
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©
mﬁlengenal adanya populasi dan sampel.®®* Menurut Bagong Suyanto,

-
dnforman penelitian terbagi menjadi beberapa macam, yaitu :

o
9. Informan Kunci
=
= Informan Kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki
=
= berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
w
QCQZ. Informan Utama
-~
jeb)
- Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam
ﬁ interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan Pendukung

Informan Pendukung merupakan mereka yang dapat memberikan

informasi tambahan dalam menjelaskan gambaran konflik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan kunci,

informan utama dan informan pendukung yaitu sebagai berikut:

Informan kunci adalah Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat

I, Kuasa Hukum Tergugat Il dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi.
Informan utama adalah Tergugat Il Intervensi.

Informan pendukung adalah Hakim dan Panitera Pengganti.

Ag uej[ng jo AJISIFATUQ dTUIR]S] QI®}S

% Bagong Suyanti, Metode penelitian sosial, (Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia,

2008), h. 171-172.
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L TABEL I11.1

5 INFORMAN PENELITIAN

Q

No Jabatan Kunci Utama Pendukung

L. Hakim - - 1 Orang

=] Pengadilan

= Tata  Usaha

e Negara

=

EZ' Panitera - - 1 Orang
Pengganti

0 g9

53 Kuasa Hukum 1 Orang - -

= Penggugat

Q)

VAL Kuasa Hukum 1 Orang - -

= Tergugat |

=5. Kuasa Hukum 2 Orang - 3
Tergugat |1

6. Tergugat 1 - 1 Orang L
Intervensi
7. Kuasa Hukum 1 Orang

Tergugat 1|
Intervensi
Jumlah 5 Orang 1 Orang 2 Orang

Sumber: Data Olahan Penelitian 2024

5

F.?ata dan Sumber Data

u

]

n3ruesy

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden
aupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau

Zlalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.”” Dalam penelitian

aazimnya terdapat tiga jenis data yang dianalisis, yaitu primer, sekunder dan

A

Ag uelng

Sersier. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

20

neny wisey gie

0 Joko Subagyo, Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek), (Jakarta: Rineka Cipta,

), h. 12.
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. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya,
diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Data primer merupakan jenis
data yang diperoleh secara langsung dari pihak responden dan informasi
melalui wawancara serta observasi secara langsung dilapangan. Data
primer adalah data yang diperoleh langsung dengan melakukan observasi
dan wawancara pada produsen. Dalam hal ini yang menjadi sumber utama
(data primer) penelitian ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Pekanbaru yang terlibat terhadap kasus tersebut, tanpa perantara pihak lain

(langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri.

. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari dokumen-dokumen
resmi yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru
seperti putusan, bukti-bukti Penggugat maupun Tergugat, jurnal, buku
referensi, dan literature-literatur yang ada hubungannya dengan penelitian

penulis.

. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan
terhadap data primer dan maupun data sekunder, misalnya kamus Bahasa
Indonesia, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Inggris, ensiklopedia dan lain-

lain.
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GaTeknik Pengumpulan Data

qe

(@]
©
o

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan

apengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka

w

=dari itu untuk memperoleh data yang di perlukan, peneliti menggunakan

X

Geknik pengumpulan data sebagai berikut:

nely eysns N

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWeE[S] RIeIS

Observasi

Observasi yaitu salah satu cara yang sistematik dan selektif dalam
mengamati dan mendengarkan fenomena atau interaksi yang terjadi.
Dalam hal ini penulis tidak terlibat secara langsung permasalahan yang
terjadi oleh Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar. Tetapi penulis melakukan pengamatan (observasi)
secara langsung terhadap lokasi yang akan di teliti oleh penulis yang
memiliki permasalahan terhadap judul penulis yaitu Di Pengadilan Tata

Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
Wawancara

Menurut Esterbeg wawancara yaitu pertemuan dua orang bertukar
informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan
makna dalam suatu topik tertentu. Maka, wawancara merupakan cara
memperoleh informasi/data dengan bertanya langsung pada yang
diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang
berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara yang
diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan

situasi wawancara. Maka dalam penelitian ini tanya jawab di lakukan
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dengan Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat Il, Tergugat Il Intervensi dan

Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi.

Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan
teori-teori terhadap permasalahan penulis. Data-data dikumpulkan
melalui studi literature yang mencakup pemeriksaan buku-buku, jurnal,
peraturan perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan
dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam hal ini, permasalahan
yang sedang diteliti adalah Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung
Nomor 67/PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa Baru

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021.

Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan
analisis berbagai dokumen tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-
buku yang berkaitan dengan isu penelitian. Dokumen tersebut dapat
berupa dokumen publik atau dokumen pribadi. Dalam konteks penelitian
ini, dokumen yang digunakan berasal dari sumber-sumber dokumen yang

ada di wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.
eknik Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk

engetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk
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ﬁerkaranya.71 Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul

-
odilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan Klasifikasi secara

o
osistematis, bahan hukum yang telah di kumpulkan dan dikelompokkan dan

i(emudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan

=
ckasus, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang

ozgersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta

c
Uxinterprestasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.”? Metode

jeb)
-penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif,
QD
yakni manarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum

terhadap permasalahan konkrit yang di hadapi.”

A

S ule}[ng Jo AJISIDATU() dIWR[S] 3}e}§

™ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Refika
#fama, 2018), h. 146.

2 Muhaimin, op.cit., h. 67.

 Ibid., h. 71.

&
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BAB V
PENUTUP

esimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari data-data mengenai

elaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang

(semilinan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten

n

JKampar Tahun 2021 dan Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah

QO

ZAgung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru

QO

“Kecamatan Siak hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021, maka dapat diambil

kesimpulan sebagai berikut:

1.

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 tentang
Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 2021 ini tidak dilaksanakan isi putusan tersebut oleh
Tergugat 1, Tergugat Il, dan Tergugat Il intervensi. Padahal pada saat
pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu
Kabupaten Kampar Tahun 2021 terjadi kecurang-kecurangan yang di derita
oleh Ahmad Jaiz (Penggugat) seperti dalam hal yang tercantum dalam objek
sengketa yaitu Perbuatan melanggar hukum Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kabupaten) dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang di Kabupaten Kampar
Tahun 2021, khususnya pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yang tidak sesuai dengan

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan asas-asas umum

113
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pemerintahan yang baik (AUPB) dan Berita Acara Panitia Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar (Panitia
Pemilihan Kepala Desa) tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar tahun 2021 Tanggal
24 November 2021.

Hambatan dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor
67/PK/TUN/2023 ini dilihat dalam 3 subtansi. Pertama, hambatan secara
hukum tidak terlaksananya isi putusan tersebut dikarenakan dari segi
normative peraturan perundangan-undangan tidak secara tegas menyatakan
mengenai pelaksanaan eksekusi di Peraturan Perundang-Undangan. Kedua,
hambatan secara pelaksanaanya sehingga tidak terlaksananya isi putusan ini
dikarenakan Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar (Panitia Pemilihan Kepala Desa) sebagai Tergugat
Il ini merupakan lembaga panitia ad hoc (sementara) yang dibentuk khusus
melaksanakan pemilihan kepala desa baru tahun 2021, dan akan dibubarkan
setelah semua tahapan pemilihan kepala desa tersebut selesai, sebagaimana
diatur berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 jo. Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2019 Pasal 4 ayat (3). Selain daripada itu terdapat
pedoman hukum berdasarkan “Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan
Desa, Sekretaris Jenderal Kementrian Dalam Negeri Nomor : 141/345/BPD
tanggal 27 Januari 2020” yang mengatur bahwa pemilihan kepala desa
secara serentak dan bergelombang tidak mengenal adanya Pemungutan

Suara Ulang (PSU) karena tidak ada mekanisme maupun aturan yang
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mengaturnya. Ketiga, hambatan secara budayanya sehingga tidak
terlaksananya isi putusan ini dikarenakan di Desa Baru Kecamatan Siak
Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021 ini masih kental terhadap kekerabatan
dan kekeluargaan. Sehingga hambatan pada masa itu pemilihan dilakukan
sesuai dengan kekerabatan dan juga didalam persengketaan ini memiliki

hubungan keluarga terhadap masyarakat.

aran

Berdasarkan hasil penelitian, maka berikut yang dapat diajukan sebagai

saran. Hal ini diperlukan dalam pembaharuan dan perubahan terhadap eksekusi

putusan di Peradilan Tata Usaha Negara kedepannya, agar isi putusan tersebut

dapat dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

1]

neny wisey jrredAg uejpng jo AJIsigAru) dTwWe[sy 3jejs

Lebih dipertegas lagi mengenai aturan hukum tentang eksekusi putusan
yang berada di Peradilan Tata Usaha Negara terhadap produk hukumnya.
tentang pelaksanaan eksekusi ini, agar permasalahan eksekusi putusan
kedepannya dapat terlaksana dengan baik dan memberikan efek jera
terhadap pihak-pihak ataupun oknum-oknum yang tidak menjalankan isi

putusan.

. Selain daripada itu terhadap panitia-panitia dikabupaten Kampar maupun

panitia-panitia di desa baru ini dapat mengikuti prosedur ataupun
mekanisme terhadap pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak
hulu kabupaten Kampar ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah

ditetapkan oleh hukum.
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a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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Gambar: Bapak Khairul Azwar Anas Kuasa Hukum Penggugat
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PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67

/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU

:KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2021

Oleh : Virgia Annisa Almond

ns

Képada : Hakim, Panitera Pengganti, Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa
jeb)

A
L
c

Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Tergugat 11, Tergugat Il

intervensi, Dan Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi

A. Hakim

1.

neny wisey jrreAg uejing JoAIISIdATUN dDTWE[S] RILIS (.,

Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru

Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

. Apakah mekanisme dalam pelaksanaan putusan yang ditempuh selalu sama

dalam setiap penyelesaian sangketa yang ada?

Bagaimana pertimbangan bapak sebagai seorang hakim di Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru dalam memutuskan putusan  nomor
59/G/2021/PTUN.PBR tentang pemilihan kepala desa di desa baru
kecamatan siak hulu kabupaten Kampar tahun 2021, yang dimana putusan
tersebut juga telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan, dan Mahkamah Agung?

Apakah yang menjadi hambatan secara hukum dalam pelaksanaan putusan
Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan kepala desa
di desa baru kecamatan siak hulu kabupten kampar tahun 2021?
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Apakah yang menjadi hambatan secara pelaksanaan terhadap pelaksanaan
putusan Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan
kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupten kampar tahun 2021?
Apakah yang menjadi hambatan secara budaya terhadap pelaksanaan
putusan Mahkamah Agung nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan
kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupten kampar tahun 2021?
Bagaimana akibat hukum tidak terlaksananya putusan Mahkamah Agung
nomor 67 PK/TUN/2023 tentang pemilihan kepala desa di desa baru
kecamatan siak hulu kabupten kampar tahun 2021?

Apakah sanksi yang diberikan apabila putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap tidak di jalankan?

Bagaimana agar memberikan efek jera terhadap para pihak sehingga dapat
menaati isi putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dimana
diketahui dalam pengadilan tersebut tidak ada lembaga eksekutorial

sehingga berbeda dengan pengadilan lainnya?

B. Panitera Pengganti

1.
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Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Apakah mekanisme dalam pelaksanaan putusan yang ditempuh selalu sama
dalam setiap penyelesaian sangketa yang ada?
uasa Hukum Penggugat

Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap gugatan tentang
permasalahan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu

kabupaten kampar?
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Apa hak Kklien bapak yang dihilangkan atau tidak dipenuhi terhadap
permasalahan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu
kabupaten kampar?

Menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apa hambatan secara
hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apa hambatan secara
pelaksanaanya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan
Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun
20217

Menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat, apa hambatan secara
budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
Bagaimana pandangan bapak sebagai kuasa hukum penguggat, apabila isi
putusan tidak terlaksana?

Bagaimana akibat hukum menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat
apabila isi putusan tersebut tidak dijalankan?

Bagaimana menurut bapak sebagai kuasa hukum penggugat agar
memberikan efek jera terhadap para pihak yang tidak menaati isi putusan,
termasuk terhadap permasalahan kasus yang bapak tangani?

uasa Hukum Tergugat |

Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan
yang diajukan oleh si penggugat?

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu,
apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di
desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuali,

mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya
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dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru?

Mengapa klien bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
dan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara ulang dan lainnya yang
telah ada di dalam putusan?

Atas dasar apa klien bapak memenangkan calon kades nomor urut 1
terhadap pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten
kampar tahun 2021 sedangkan si penggugat ada hak yang dihilangkan?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat I, apa hambatan secara
hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat I, apa hambatan secara
pelaksanaanya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan
Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun
20217

Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat I, apa hambatan secara
budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum sekaligus pengacara yang telah
menangani banyak kasus, apakah yang dilakukan oleh klien bapak telah
benar dengan tidak menaati isi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan dan Putusan Mahkamah Agung?

uasa Hukum Tergugat 11

Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan

yang diajukan oleh si penggugat?
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Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu,
apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di
desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuai,
mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya
dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru?
Mengapa klien bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
dan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara ulang dan lainnya yang
telah ada di dalam putusan?
Atas dasar apa klien bapak memenangkan calon kades nomor urut 1
terhadap pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu kabupaten
kampar tahun 2021 sedangkan si penggugat ada hak yang dihilangkan?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat Il, apa hambatan secara
hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat Il, apa hambatan secara
pelaksanaanya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan
Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun
20217
Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat Il, apa hambatan secara
budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan Kepala
Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217?
Menurut bapak sebagai kuasa hukum sekaligus pengacara yang telah
menangani banyak kasus, apakah yang dilakukan oleh klien bapak telah
benar dengan tidak menaati isi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan dan Putusan Mahkamah Agung?
ergugat Il Intervensi
Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di

Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?
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Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan
yang diajukan oleh si penggugat?

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu,
apakah telah sesuai dengan prosedur pelaksanaan pemilihan kepala desa di
desa baru kecamatan siak hulu kabupaten kampar? Kalau telah sesuali,
mengapa pengugat sebagai calon kades di nomor urut 4 merasa haknya
dihilangkan, sehingga mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru?

Mengapa bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
dan Mahkamah Agung?

G. Kuasa Hukum Tergugat Il Intervensi
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Bagaimana kronologis kasus gugatan tentang Pemilihan Kepala Desa di
Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021?

Apa pokok perkara terhadap kasus Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru
Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 20217

. Apa saja dasar hukum yang bapak ajukan terhadap pembelaan dari gugatan

yang diajukan oleh si penggugat?Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa
di desa baru kecamatan siak hulu, apakah telah sesuai dengan prosedur
pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa baru kecamatan siak hulu
kabupaten kampar? Kalau telah sesuai, mengapa pengugat sebagai calon
kades di nomor urut 4 merasa haknya dihilangkan, sehingga mengajukan
gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru?

Mengapa klien bapak tidak mau menaati isi putusan baik di Pengadilan Tata
Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,
dan Mahkamah Agung mengenai pemungutan suara ulang dan lainnya yang
telah ada di dalam putusan?

Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat Il Intervensi, apa hambatan

secara hukum sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan
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Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun
20217

Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat Il Intervensi, apa hambatan
secara pelaksanaanya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang
Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten
Kampar Tahun 20217

Menurut bapak sebagai kuasa hukum Tergugat Il Intervensi, apa hambatan
secara budaya sehingga tidak terlaksananya isi putusan tentang Pemilihan
Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun
20217

Menurut bapak sebagai kuasa hukum sekaligus pengacara yang telah
menangani banyak kasus, apakah yang dilakukan oleh klien bapak telah
benar dengan tidak menaati isi putusan yang telah dikeluarkan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan dan Putusan Mahkamah Agung?
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§ PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

g_kripsi dengan judul PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 67 PK/TUN/2023 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI

DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR
FAHUN 2021, yang ditulis oleh:

g Nama : VIRGIA ANNISA ALMOND
2 NIM : 12020722341
(Cﬁ‘ Program Studi : [Imu Hukum
ielah di munagasyahkan pada:
; Hari/Tanggal : Senin, 29 April 2024
g Waktu :13:00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munagqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 13 Mei 2024
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, SH.I., SH., M.H

wn
Skkretaris
ﬁham Akbar, SHI,S.H.MH

nguji |
sril, S.H.I., M.H
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Benguji 2
ﬁuraml Sahu, S.H., M.H
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1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SOOTTO800TLTTO8LGT "dIN

IGNNSVAVN NVA IFNONId RIVA NVINSVIA IVASAS ISIIA NAWNMOA («
NVIVNVSIVIIA NVA IVASAS HVTIL NVIIVEIAd NVLVLVD (x

800TTIZETOTIEOIT86T "dIN

H'IA “H'S ‘yeAsueuring Ld aq

iau

Vv 1 ONISWTIINAd I ONITFINTIINAd
$707 Lenuep (¢ ‘niequeydq
IMIVEdAdId HVANS VANNIVINVIIVEIId '8
1L-69 W'TH VIAVLSNd dVILAVA NVIIVEIAd L
¥9 IW'TH ISVAYASIO NVAIVaddd 9
o £9-19 IN'TH NVILI'TINAId NAIWSOANI NVIIVIIAd S
09 WTH NVILI'TANAd ISVIOTNVIIVEIAd ¥
95-1¢ W'TH NTAHVAAAL NVILI'TANAd NVIIVIIdd ‘€
¥1 IW'TH HVIVSVIA NVSVLVA NVIIVAIAdd ‘T H'IN “H'S ‘snepary | °7
© Hak cipta milik UIN Suska|Riau State Islamlic University of Sultan Syarif Kagim R
¥ IW'TH NVSI'TONAd VIILVINALSIS NVIIVEddd °1
ll Hak Cipta E___.:“::m: Undang-Undang
.ﬂ.u. ,.l H¥REYahg menqutip PN AL I3uruh Karya tulis ini taNEYHFGRRAdRIAda¥INienyebutkan sumber:  AAGINNSVAVN NISOA "ON
l... .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

Bya

UIN SUSKA RIAU

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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1. Dilarang mengutip sebagian atau E.%Mhmmﬁmﬂ%ﬁww
a. Pengutipan hanya untuk kepenti _:m_m: _ums Idikan, penelili enul
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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E-’C Kepada Yth.
§. 1. Peri Pirmansyah, SH, MH (Pemb. | Materi)
a 2. pr Muhammad Darwis, SH.I., MH (Pemb. II Metodologi)

chen Fakultas Syariah dan Hukum
UL Sultan Syarif Kasim Riau
PeRanbaru

A

D 85l il s &le A
c
Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :
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Nama ' “ Vinga Annisa Almond

NIM 12020722341 1
Jurusan Ilmu Hukum S1 |
Judul Skripsi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67 PK/TUN/2023 !

Tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu |
Kabupaten Kampar Tahun 2021 T

Lg{na Membimbing | Maksimal 6 bulan (19 Januari 2024 — 19 Juli 2024) J
Keetentuan 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum |

bimbingan dimulai.
Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom |

kartu kontrol bimbingan skripsi. 1
3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan |

ketentuan yang ditetapkan. ;
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Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.
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Pl Wakil Dekan |
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=3 .%.s‘alamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
@ Y Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum
< Cmiversitas Sultan Syarif Kasim Riau :
= [
s = Nama : Virgia Annisa Almond
Sy NIM 1 12020722341
c Jurusan : [lmu Hukum S1
= Semester : VIII (Delapan)
o Lokasi : Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru
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:Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 67/PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan
Kepala Desa di Desa Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
iifemberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

o8]
-
®  Demikian disampaikan, terima kasih.
=
o S
, a.0. Rektor
= o WTERIA 4N
R\ 2
= SUF N
= * S S )
< c 3 ‘?n,‘""
e A g
5, A N Susy . " & B
=t . e 19741506 200301 1 005
St T et
= SYARIF $PZ
nbusan : = =
tor UIN S&Rka Riau

nery wisey JrreAg uejn



: o0
(=] oy .:
ESE 0 PEMERINTAH PROVINSI RIAU
& = 7 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
R e am Gedung Menara Lancang Kuning Lantai | dan Il Komp. Kanter Gubernur Riau
o Y © JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761)3911T7TPEKANBARU
O e ¥ Email : dpmptsp@riau.go.id
o DY) Im
Q@ 2 27
= <g = )
o O g =
8338 T REKOMENDASI
258 B Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/62674
2% c 3 TENTANG
3932 =
$588 = PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
S %5 t?c (= DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI
555 B 1
50 0 a .04.02.01
=~ Bephld Dinas=Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat
%erﬁnoﬁof%m Riget dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor
gnad-% I/PP. 00‘5;‘1474!2024 Tanggal 5 Februari 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:
=
o E = 1. Nan"}é . VIRGIA ANNISA ALMOND
5222 NIMPKTP © 12020722341
@ F g 3. Prodfam Studi . ILMU HUKUM
E)' _z ® 4. Jenjang . 81
E"é ® 2 5 Alamat . PEKANBARU
= % g 6. Judul Penelitian :  PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67/PK/ITUN/2023
wn § o) TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU
&5 5 g KABUPATEN KAMPAR
5 0 2 7. Lokasi Penelitian :  PENGADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN) PEKANBARU
A
573
= ge@an ketentuan sebagai berikut:
= =

. &Hd@k melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

. f’e%ksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai
Tang gal rekomendasi ini diterbitkan.

3. %&egada plhak) yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan

-;B’e‘rgo‘ehtlan dan Pengumpulan Data dimaksud.
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‘Eewklan rekgimendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.
P

Dibuat di . Pekanbaru
Pada Tanggal : 7 Februari 2024

-Jaquins ue

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU
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Tembusan :
Disgrnpalkan Kgpada Yth :

1. ,,,Kepaia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. mKetua Pengagilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru di Tempat

3. EDekan Fak as Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru

4. Yang Bersafigkutan

72}

ﬂvun neje iy uesinuad ‘uelode| ueuns
IPAg uejng jo AJISIdAIU) drwre

ye|
b |

i o

ne



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

NVIY YHSNS NIN

Jalan HR. Soebrantas KM. 9, Sidomulyo Barat, Kec. Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau 28294
5\‘: Telp: (0761) 64023-66455, www.ptun-pekanbaru.go.id, peratun@ptun-pekanbaru.go.id
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= SURAT KETERANGAN

L Nomor : 12¢ /SEK.PTUN.W1-TUN4/HM2.1.4/111/2024

=;

= Sehubungan dengan surat rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terapadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Riau  nomor
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tetaFé)g Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan data untuk bahan

Skrigsi, saya yang bertanda tangan dibawah ini Sekretaris Pengadilan Tata Usaha
jeb)
Neggra Pekanbaru menerangkan bahwa

g' Nama - Virgia Annisa Alimond
Nim 12020722341
Program Studi . llmu Hukum

Jenjang Pendidikan : S1

Universitas - Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
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Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut diatas
BENAR telah melaksanakan Penelitian dan wawancara di Pengadilan Tata Usaha
Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 5 Maret 2024, dengan judul penelitian
“PE@KSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 67/PK/TUN/2023
TENEANG PEMILIHAN KEPALA DESA DI DESA BARU KECAMATAN SIAK HULU
KABUPATEN KAMPAR”

E_Demikian surat keterangan ini dibuat, dan dapat dipergunakan sebagai mana
M
mestmya
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RIWAYAT HIDUP

Virgia Annisa Almond lahir di Jakarta pada tanggal
17 September 2002, lahir dari pasangan Ayahanda
Awaluddin, A.md dan Ibunda Dewi Mona Sari, A.md,
merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Penulis
menempuh pendidikan pertama di TK Ikhtiyar, tamat pada
tahun 2007, kemudian melanjutkan pendidikan ke SDN 116
Pekanbaru, dan tamat pada tahun 2014. Melanjutkan
peng?didikan sekolah menengah pertama di SMP negeri 25 Pekanbaru, dan tamat
pagg?ja tahun 2017. Penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri
12£I5ekanbaru, dan tamat pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 melalui jalur SBMPT diterima menjadi mahasiswa pada
Program Studi IImu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Bulan Juli sampai bulan Agustus 2022, penulis
melaksanakan Magang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru,
pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2023 melaksanakan Kuliah Kerja Nyata
(KKN) di Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

Bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Maret 2024, penulis
mejaksanakan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Putusan Mahkamah
A%Jng Nomor 67 PK/TUN/2023 Tentang Pemilihan Kepala Desa Di Desa
Bﬁu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2021” di Pengadilan
T@a Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru, di bawah bimbingan bapak Dr. Peri
PlFénansyah S.H., M.H dan bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.

E. Pada hari Senin, 29 April 2024 dinyatakan lulus dengan Predikat
Cl.'fmlaude dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum melalui sidang tertutup
P[ggram Studi llmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam
N@geri Sultan Syarif Kasim Riau.

neny wisey jrredg uejng



